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ABSTRAKSI

Fajar Yanuardi, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang,
Mei 2008 Penerapan Technical Barrier to Trade menurut Agreement on Technical
Barrier to Trade World Trade Organization Di Indonesia (Sudi di Badan Standardisas
Nasional), Setyo Widagdo, SH. MH.; Hanif Nur Widhiyanti, SM.Hum.

Didalam penulisan skripsi ini penulis membahas reeagmasalah Penerapagechnical
Barrier to Trade menurut Agreement on Technical Barrier to Trade World Trade
Organization Bagi Indonesia. Pengambilan masalah ini dilatakaglgi oleh adanya
Agreement on Technical Barrier to Trade yang dikeluarkan oleh WTO untuk diikuti oleh
negara anggota-anggota dari organisasi tersebbingsm untuk mempelajari dan
memahami bagaimana bangsa Indonesia menerapkiamjiaer Technical Barrier to
Trade dikarenakan Indonesia merupakan salah satu anggotAVTO dan juga untuk
mengetahui hambatan yang timbul dan upaya-upayangegulang yang dilakukan oleh
pemerintah Indonesia dalam penerapan dari pemamngehnical Barrier to Trade WTO
bagi Indonesia.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengetahui bagenygenerapaiechnical Barrier

to Trade menurutAgreement on Technical Barrier to Trade World Trade Organization
bagi Indonesia, maka metode pendekatan yang digaradtalah metode yuridis empiris,
yaitu dengan cara mengkaji dan menganalisa penedgraAgreement on Technical dan
juga untuk mengetahui hambatan yang timbul dan ajgaya penanggulang yang
dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam penerdpanperjanjianTechnical Barrier

to Trade Barrier to Trade dengan melihat fakta-fakta yang terjadi secaratanya
Kemudian seluruh data yang telah ada di analisgatercara Diskriptif Kualitatif,
dengan cara mendiskripsikan data primer dan d&tander hasil penelitian kemudian
menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahanitgenel

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukamajaw atas permasalahan yang ada,
bahwa Indonesia telah menerapkgneement on Technical Barrier yaitu Indonesia telah
membuat beberapa peraturan yang berhubungan déedamcal Barrier to Trade, dan
juga Indonesia telah menerapkan tindakan-tindalkang ysesuai dengan prinsip-prinsip
TBT. Hambatan dalam penerapan tersebut adalaimsisdrtifikasi produk yang sukar
diterapkan oleh produsen yang terkait, disebabkémasturktur yang tidak memadai,
kurangnya kesadaran dari produsen untuk mengSNIipkaguksinya, dan pengawasan
terhadap penerapan SNI wajib masih kurang. Upaggaiyang dilakukannya adalah
dengan menggunakan bantuan teknis dari negaralgaihgmnaju.

Menyikapi fakta tersebut diatas Indonesia telah erepkanAgreement on Technical
Barrier tapi masih banyaknya hambatan-hambatan yang mudalam penerapan
perjanjian tersebut, hendaknya pemerintah mulahlebrperan aktif dalam pembuatan
standar internasional agar dapat memenuhi kebutli@onesia dan juga pemerintah
menyediakan infrastruktur yang lebih baik sehinggasedur penilaian dapat dilakukan
dengan mudah.



BAB I

PENDAHUL UAN

A. Latar Belakang

Perdagangan sudah dikenal sejak jaman dahulu. PRadalnya
perdagangan dilakukan tidak melewati batas negakamun pada
perkembangannya perdagangan dilakukan melewatis batgara. Hal ini
disebabkan masing-masing negara mempunyai konidisi gang berbeda-beda
sehingga tentu saja hasil alamnya berbeda pulamdabngka pemenuhan
kebutuhan yang tidak terdapat dinegaranya makatutikanlah hasil produksi
dari negara lain.

Pada saat ini merupakan era perdagangan bebashadisoatu kondisi
pertukaran uang dan jasa antar negara yang beulagpgampa adanya hambatan
ekspor maupun impor atau kalaupun hambatan itu rad&ia jumlah, jenis dan
tingkatannya haruslah seminimal mungkialam perdagangan internasional
dikenal pula dua jenis hambatan perdagangan ekispormpor, yakni tariff dan
nontariff.

PertemuaamBretton Woods ConfereneauUnited Nation Monetary and
Financial Conferencegzang diselenggarakan di Amerika Serikat pada budidn
1944 dilakukan untuk membangun perekonomian duraa ceningkatkan

perdagangan internasional sesudah terjadinya pedanga ke 1> Di dalam

! |da Susanti dan Bayu Seto, efispek Hukum Dari Perdagangan Bebas, Bandung : PT. Citra Aditya
Bakti, 2003, hal.4.
2 Gofar Bain,Uruguay Round dan sistim Perdagangan Masa Depan, Jakarta: Djambatan, 2001, hal 14



pertemuan tersebut menghasilkan tiga pilar utamandgerekonomian dunia
yaitu Internasonal Monetary Fund, International Bank feeconstruction and
Developmentlaninternasional Trade Organization.

Pada tahun 1946nited Nation Economic and Social Coun@COSOC)
mengeluarkan resolusi guna mempersiapkan konverisk unembentuk sebuah
badan internasional. Badan internasional tersebetmmmpanyai tugas untuk
membuat aturan main dalam bidang perdagangan. Keimgni diwujudkan
dengan membentukiternational Trade Organizatio{ITO). ITO merupakan
organisasi internasional pertama yang mempunyastugembuat Guideliness
yang adil dan seragam untuk perdagangan interrasion

Namun ITO tidak dapat berjalan, hal ini terlihatipaahir tahun 1950-an
dimana banyak negara-negara tidak menyetujui afatznan yang terdapat dalam
ITO. Pada saat itu banyak Negara-negara berpedopaaa kebijakan
perdagangan negara besar seperti Amerika SerigitinStu Presiden Amerika
Serikat pada bulan desember tahun 1950 telah matak@n bahwa Amerika
Serikat menarik diri dari ITO. Pengunduran diri gatilakukan oleh Amerika
Serikat ini disebabkan oleh kehawatiran bahwa badtrnasional ini dapat
mengurangi kedaulatan dan ketahanannya, karenagaatlatu Amerika Serikat
sedang memusatkan perhatiannya pada Uni Soviehgeeang dingiri.

Pada pertemuan konfrensi Havana yang diadakan nev@aesejak april
sampai dengan Oktober 1947 negosiasi Geneva sgjaksampai Oktober 1947
negosiasi multilateral tentang tarif yang telalddiean dan menghasilk&eneral

Agreement on Tariff and Trad@ATT) yang telah dituangkan dalam charter

% Gofar Bain, ibid., hal 16



ITO. GATT dibuat dengan tujuan untuk membatasi fmlakNegara yang
bertentangan dengan persetujuan negara-negarauemnengenai tariff. Namun
GATT ini tidak pernah secara formal diterapkan sanghirnya pada tanggal 30
oktober 1946 ditandatangani oleh beberapa negarafdétif pada tanggal 1948.

Pada awalnya GATT hanya diberlakukan tidak selamapgrjanjian ini
hanya bersifat sementara sambil menunggu ratifipgsnbentukan ITO oleh
masing-masing negara penandatanganan sebagai fengjak dari kesepakatan
yang dihasilkan pertemuan Havahblamun dengan gagalnya ITO maka GATT
menjadi pedoman utama dalam melakukan hubungaragendan internasional
bagi negara penandatangan.

Selama ini telah dilakukan delapan periode negogaagy disebut dengan
perundingan multilateral perdagangan semenjak GAidirikan, yang terahir
yaitu Uruguay Round yang berahir pada tahun 199#ialperiode perundingan
pertama lebih menitik beratkan pada pengurang#h faeriode selanjutnya lebih
menitik beratkan pada hambatan non tariff. Putddamguay yang merupakan
periode terahir telah berhasil membeni&rld Trade Organizatio(WTO).

Tanggal 31 Desember 199General Agreement on Tariff and Trade
(GATT) resmi mengahiri masa tugasnya, sebagai andgernasional yang
mengatur bidang perdagangan glob&lebagai gantinya negara-negara anggota
telah menyutujui untuk mendirikan badan baru, yahgebut World Trade

Organization(WTO) pada tanggal 1 Januari 1995.

4 Gofar Bain, ibid., hal. 15.
5 Gofar Bain, ibid, hal 16

® Ibid.



World Trade Organization(WTQO) atau organisasi perdagangan dunia
merupakan satu-satunya badan internasional yangahemmasalah perdagangan
antar negara. Sistim perdagangan tersebut diatlalunsuatu persetujuan yang
berisi aturan-aturan dasar perdagangan Interndssefeagai hasil perundingan
yang telah ditandatangani oleh negara-negara amgdeersetujuan tersebut
mengikat setiap negara anggota, sehingga pememt#dri negara tersebut harus
mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan.

Perundingan putaran Uruguay merupakan perundingatilateral untuk
meminta kembali aturan main dibidang perdagangaeriasioal. Perundingan
tersebut berlangsung sejak bulan September 198®elatir pada bulan April
1994 Perundingan ini merupakan suatu upaya untuk memaesistim GATT
dan mencegah meningkatnya kecenderungan prote&sierdi berbagai negara.

Pada perundingan putaran Uruguay, substansi yaagdingkan menjadi
sangat luas. Sebagaimana yang telah disampaikaas deada masalah tarif,
selanjutnya perundingan di titik beratkan pada hetanrb non tariff. Perundingan
putaran Uruguay bertujuan untuk membendung gejatdelsionisme yang
semakin timbul dan semakin muncul dalam berbag#asi&

Perundingan putaran Uruguay membahas 15 topik utaPeaundingan
tersebut dilakukan sebagai suatu paket yang irtelgragan pengertian bahwa
jika satu topik gagal memperoleh persetujuan magselkruhan perundingan
tersebut menjadi gagal. Berdasarkan deklarasi PdetaEste perundingan

perdagangan multilateral atau putaran Uruguay sllakkan dengan prinsip

"H.S. Kartadjoemen&ATT WTO dan hasil Uruguay Round,Jakarta: Ul Press, 1997, hal 3.
8 Ibid.
° Ibid.



kesepakatan yang diambil secaraingle undertakindsatu paket kesepakatan)
guna menghindarai terbentuknya keuntungan daripledsgan negara-negara
maju. Akibat hal tersebut negara-negara pesertak tidanya memilih serta
mengambil hasil-hasil kesepakatan yang menguntumgé untuk dilaksanakan
dengan meninggalkan yang lain.

Indonesia merupakan salah satu pendiri WTO darh tet@ratifikasi
persetujuan pembentukan WTO melalui UU No7 tahu®419persetujuan
pembentukan WTO merupakan salah satu hasil daungergan perdagangan
multilateral putaran Uruguay. Sebagaimana telaletdhui bahwa perundingan
ini mempunyai perinsi@ single undertakingdengan demikian maka Indonesia
sebagai salah satu anggota WTO harus menerima diksanakan semua isi
persetujuan yang telah dihasilkan dalam putarargay.

Putaran Uruguay menghasilkan beberapa kesepalkatdn satunya yaitu
mengenai hambatan non tariff. Seperti telah dilatatiatas bahwa terdapat 15
topik dalam hasil persetujuan ini, dari persertnjtersebut dapat dibagi menjadi
empat masalah yaitu permasalahan akeses pasagenmemyaan aturan main
GATT, penyempurnaan institusional dan masalah-rabsélaru yang belum
disentuh oleh GATT® Hambatan non tariff merupakan bagian dari perrahsal
akses pasar, dimana salah satu perjanjian adalaigem& hambatan teknis
terhadap perdagangan atau Technical Barrier ToeT(EBT).

Indonesia sebagai anggota dari WTO harus dapat keslakan
persetujuan mengenai TBT ini. Namun dalam penergmaterdapat beberapa

permasalahan sehingga diperlukan upaya-upaya dakamgatasi kasus tersebut.

194 s. Kartdjoemena, ibid, hal 36.



Sebagai contoh kasus yang terjadi di IndonesianmdganeraparAgereement
Technical Barrier To Tradedalah dengan adanya sistim stratifikasi produigya
sukar diterapkan oleh produsen yang terkait, disedra infrastruktur yang tidak
memadahi dikarenakan tidak memadahinya labolattjireehingga menyulitkan
dalam melakukan proses standarisasi.

Selain itu juga apabila suatu produk yang diimpioiak memenuhi
persyaratan-persyaratan dari suagchnical regulation, produk tersebut sama
sekali tidak diperbolehkan untuk dipasarkan. Pgyen hal standar, apabila
suatu produk yang diimpor tidak memenuhi standagyielah ditetapkan oleh
negara yang bersangkutan, maka produk tersebuthnugerbolehkan untuk
dipasarkan, tetapi pangsa pasarnya akan berkurpabila konsumen lebih
memilih produk-produk yang memenuhi standar setégorag telah ditetapkan.

Sebagai contoh beberapa permasalahan yang dihpdagk ekspor
Indonesia di pasar luar negeri menyangkut persyarsiandar teknis diterapkan
antara lain oleh USAautomatic detentiorproduk pertanian), Australia (HO
untuk produk makanan), Uni Eropa (standar ban keasabermotor), Jepang
(sistem sertifikasi baru oleh JAS untuk produk pipd), Thailand (produk
daging dan unggas/halal food); isu-isu lingkungamgy diterapkan oleh Uni
Eropa terhadap penggunaameosote untuk produk kayu; dan persyaratan
penggunaan Alat Pemisah Penflurtle Excluder Device/TEDpagi produk
udang yang diekspor ke USA dan Uni Eropa, dari-ti@p negara tersebut

berbeda penentuan standarisasi dalam standar miwtki produk-produk tertentu,



standar warna untuk tekstil, dan sebagainya. &Sdgahtuk permasalahan yang

terjadi banyak disebabkan faktor teknis mengemaasstitsasi yang berbeda.

B. Perumusan Masalah
Perkembangan pengaturan perdagangan internasiadal gaat ini tidak
hanya mengenai hambatan-hambatan tarif, namun hagabatan-hambatan
nontarif. Hal ini dapat dilihat dari hasil perundan putaran Uruguay yang
mengatur mengenai TBT sebagai salah satu hambaten tarif dalam
perdagangan internasional. Berkaitan dengan masasebut dapat ditarik
beberapa permasalahan sebagai berikut.
1. Bagaimana penerapahechnical Barrier To Trademenurut perjanjian
Technical Barrier To Traddi Indonesia?
2. Apa saja hambatan yang muncul setelah penerap@mjman Technical
Barrier To Tradedi Indonesia?
3. Upaya apa saja untuk menanggulangi hambatan yamgulti dari

penerapan perjanjiaiecnical Barrier To Tradei indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang toihlaths, penelitian
ini ditujukan untuk :

1. Untuk memahami, meneliti dan mengkaji penerapam pijanjian

Technical Barrier To Traddi Indonesia.



2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan yang timbulelate
penerapan perjanjiaiechnical Barrier To Traddi Indonesia.

3. Untuk menganalisis dan mengkaji upaya apa saja kuntu
menanggulangi hambatan yang timbul dari pelaksansajanjian

Tecnical Barrier To Trade.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini mempunyai dua kegunaan,uyaiinfaat teoritis
dan praktis. Adapun penjabaran dari kedua manfaselut adalah sebagai
berikut :
1. Manfaat teoritis
Secara teoritis, manfaat atau kegunaan peneiitiamitu, :

a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperldan
mengembangkan pengetahuan ilmu hukum pada umunmarydabi
pengembangan hukum ekonomi internasional.

b. Bagi Fakultas, dapat memperkaya literatur dan k&mjisan tentang
hukum ekonomi internasional.

c. Bagi Mata kuliah terkait, dapat memberikan sumbamigiran baru

terhadap mata kuliah yang akan diajarkan.

2. Manfaat praktis
a. Bagi pemerintah, sebagai bahan referensi dan pgeatigan dalam

permasalahan perjanjidrechnical Barrier To Tradéi Indonesia.



Bagi masyarakat, dapat menambah wawasan keilmuan da
pengetahuan tentarigechnical Barrier To Trde dalam WTO.
Bagi mahasiswa, dapat memberikan bantuan pemtetagan ilmu

dalam menempuh mata kuliah terkait.

. Bagi penulis, sebagai persyaratan dalam menemga kgsarjanaan

di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum UniversiBrswijaya

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dakamulsan ini adalah

sebagai berikut :

BAB |

BAB I1

: PENDAHULUAN
Dalam bab ini berisi uraian latar belakang masajamg
mendorong penulis untuk memilih judul tersebut,gy/ekamudian
dilanjutkan pada perumusan masalah, tujuan dan aaanf
penulisan, metodologi penulisan dan diakhiri dengjatematika
penulisan.
: PERJANJIAN NON TARIFF BARRIER TO TRADE
DALAM PERSPEKTIF WORLD TRADE ORGANIZATION
Dalam bab ini menguraikan dan membahas mengesanidal
Barrier To Trade. Yang terdiri dari empat sub balmg/ masing-
masing membahas tinjauaan umum perdagangan intamags
tinjauan umum mengenai WTO,tinjauan umum mengenai

perjanjian hambatan non tarif, tinjauan umum meagé&achnical



BAB I11

BAB IV :

BAB V

10

Barrier to Trade serta tinjauan umum Badan Standarisasi
Nasional.

: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menerangkan metode penulisarg yan
dilakukan atau disusun oleh penulis dalam penuiisa®imulai
dari pengertian metode penulisan itu sendiri, cara penulis
dalam menyusun penulisan ini dan penjelasan peageatas
metode penulisan yang penulis gunakan dalam panuilis.
PENERAPAN TECHNICAL BARRIER TO TRADE
MENURUT AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER
TO TRADE DI INDONESIA.

Dalam bab ini menguraikan implentasi pengaturannitet
Barrier to trade menuruAgreement On Technical Barrier To
Tradedi Indonesia. Dan juga membahas hambatan yanguhunc
setelah penerapan perjanjidrechnical Barrier To Tradedi
Indonesia dan Upaya apa saja untuk menanggulamgbdtan

tersebut.

: PENUTUP

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hpsiulisan
yang berkaitan dengan permasalahan dan saran-garam
diberikan oleh penulis setelah memahami dan metigana

keseluruhan dari penulisan ini.
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BAB II
PERJANJIAN NON TARIFF BARRIER TO TRADE DALAM
PERSPEKTIF WORLD TRADE ORGANIZATION DAN GAMBARAN

UMUM BADAN STANDARDISASI NASIONAL

A. Perdagangan Internasional

Perdagangan antar negara atau lebih dikenal demmmdagangan
internasional. Sebenarnya sudah ada sejak jamanludaRada waktu itu
perdagangan internasional dilakukan dalam ruangklip dan jumlah yang
terbatas, dimana pemenuhan kebutuhan dalam negeyitidak dapat diproduksi,
dipenuhi dengan cara barter. Hal ini terjadi karelsdam tiap-tiap Negara
mempunyai perbedaan kandungan sumber daya alam, fé&nduduk, sumber
daya manusia, spesifikasi tenaga kerja, konfigugasigrafis, teknologi, sosial,
dan politik*

Perdagangan internasional bila dibandingkan  dengataksanaan
perdagangan di dalam negeri, perdagangan interrdsgangatlah rumit dan
kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebal¥aena adanya batas-batas
politik dan kenegaraan yang dapat menghambat p@ndag, misalnya dengan
adanya bea, tarif, atau quota barang impor.Setainkesulitan lainnya timbul
karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mataalsnmgn dan timbangan, dan

hukum dalam perdagangan.

11 Hendra HalwaniEkonomi I nternasional dan Globalisasi Ekonomi,Ghalia Indonesia, Jakarta 2002,Hall
17.
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Manfaat dari negara-negara dalam melakukan perdagamternasional

adalah:

1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dgene sendiri
Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaasil lmoduksi di
setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantarat§@ndisi geografi, iklim,
tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan yalaperdagangan
internasional, setiap negara mampu memenuhi keaotyang tidak
diproduksi sendiri.

2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi.

Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adialak memperoleh
keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walausuatu negara
dapat memproduksi suatu barang yang sama jeniseygad yang
diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya Idimiik apabila negara

tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri

3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan

Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan messimnya (alat
produksinya) dengan maksimal karena mereka khavekian terjadi
kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnygdgroduk mereka.
Dengan adanya perdagangan internasional, pengdsaiagd menjalankan
mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual keleljpihoduk tersebut

keluar negeri.
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4. Transfer teknologi modern.

Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negéu& mempelajari
teknik produksi yang lebih efesien dan cara-caraajgnen yang lebih

modern.

Berdasarakan empat hal diatas maka perdaganganasitenal sangatlah penting
untuk dilakukan oleh setiap negara-negara, jikenimggara tersebut lebih maju
dan juga disebabkan tidak ada satu negara pundegat memenuhi kebutuahan

dalam negerinya sendiri tampa mengandalkan baagsa |

Perdagangan internasional mengalami era keemakanasatu abad dari
1815 hingga 1914. Pada saat itu perdagangan diwarnai dengan lamditssgtat
perdagangan liberal. Perdagangan dilakukan betdasatas teori keunggulan
komperatif dan spesialisasi, dimana suatu negaaa atlengkhususkan diri pada
produksi dan ekspor dimana negara tersebut memppeyabiyaan yang lebih
rendah dari pada mitra dagangnya.

Sistem perdagangan dunia setelah Perang Duniaahibgpada tahun
1919, pada saat itu sistem perdagangan dunia nanig&emunduran besar
dikarenakan banyaknya perekonomian Negara yangihdrakibatkan perang.

Pada tahun 1929 Amerika Serikat (AS) mendominasgiggangan dunia.
AS memproduksi kurang lebih 45% manufaktur seluwluhia, serta menguasai
20% dari ekspor dunia. Namun pada tahun yang samadit kolapse yang

menyeluruh di Amerika Serikat. Pada bulan Juli 1919AS terjadi penurunan

124 s. Kartadjoemana, op.cit, hal 28.



14

kegiatan industri yang disusul dengan kolaps datamsa saham pada bulan
Oktober®® Dampak kolaps yang dialami oleh AS pada tahun 1929 tahun-
tahun berikutnya, terhadap negara lain juga sexgpat terasakaff.

Dalam rangka mengatasi kolapsnya harga barangdikneertanian dan
manufaktur yang dialami AS, menyebabkan kongres Imo@tn satu undang-
undang mengenai tariff yang sangat protektif y#ier Hawley-Smoot Tariff of
1930. Undang-undang tersebut menyebabkan kenaakasmata tariff hingga 59%
untuk setiap barang. Dengan turunnya permintaaa selanya proteksi melalui
tariff, makan pendapatan menurun dengan tajam dgadi pengangguran di
negara mitra dagang AS.

Pada saat itu banyak negara-negara membuat pemnjdmijateral dengan
mitra dagangnya, selain itu tidak adanya perjanjraaltilateral mengenai
perdagangan internasional serta kurang organisgsinasional yang mengenai
perdagangan hal tersebut menimbulkan kesulitanndgardagangan. Adapun
reaksi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasiathatersebut yaitu dengan
cara menutup perdagangan impor ke negaranya demgiesud untuk melindungi
perdagangan dalam negeri.

Untuk melindungi perdagangan dalam negeri, makkakwakanlah
tindakan-tindakan proteksi. Proteksi adalah upayangrintah mengadakan
perlindungan pada industri-industri domestik tedpaenasuknya barang impor

dalam jangka waktu tertenttl. Proteksi bertujuan untuk melindungi,

¥ H.S. Kartadjoeman&@ATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga I nternasional di Bidang
Perdagangan,:Ul Press, Jakarta 2002, hal 41.

1 |bid.

!> Hendra HalwaniEkonomi I nternasional dan Globalisasi Ekonomi,Ghalia Indonesia, Jakarta,hal.98
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membesarkan atau mengecilkan kelangsungan indiasamn negeri yang berlaku

dalam perdagangan umufTerdapat dua macam proteksi yaitu menyangkut

sistem pemungutan tarif (pajak) dan hambatan ndh ta
Pada ahir Perang Dunia ke Il tahun 1944 diadalateqmuaan Bretton

Woods, untuk membahas masa depan perdaganganasiteral. Terdapat tiga

pilar utama pendukung perekonomian dunia yHitu:

1. Satu tata moneter dunia untuk menjalin terciptestghilitas moneter dan nilai
tukar dengan menyediakan bantuan keuangan jangkaekebagi negara-
negara yang mengalami kesulitan neraca pembaya@ng diwujudkan
dengan pembetukdnternational Monetary FundiMF).

2. Tersedianya dana jangka panjang bagi negara-negarg memerlukan
bantuan luar negeri bagi keperluan pembangunanoekiomereka, yang
diwujudkan dengan pembetukdnternational Bank for Recontruction and
Developmen(IBRD).

3. berfungsinya suatu sistem perdagangan internasyamg bebas dan terbuka,
yang diwujudkan dengan pembentukbrternational Trade Organization
(ITO).

Pembetukan ITO ini gagal, hal tersebut dapat dildengan ketidak ikut
sertanya AS dalam ITO. Sebagai trobosan awal daayal liberalisasi
perdagangan dunia sesudah Perang Dunia ke |I, axeggara memulai

perundingan untuk menurunkan tariff secara mutikdt Kesepakatan mengenai

18 |bid.
" Gofar Bain,Uruguay Round dan sistim Perdagangan Masa Depan, Jakarta: Djambatan, 2001., hal,19
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penurunan tariff tersebut dikenal deng@eneral Agreement on Tariffs and
TradgGATT).*®

Pada tahun 1947-1948 GATT berhasil menurunkarf teaihpir 20% dari
tarif yang digunakan oleh para peserta GATT. GATdrjdsa besar dalam
menurunkan tariff, hingga pada tahun 1952 tarifrditkan sebesar 36%%.

Gejala menurunnya pembatasan perdagangan sebagaat aftari
menurunnya tarif mengalami gangguan berat pad&mahan dsawarsa 1970-
an®’sehingga tumbuhlah imbangan dalam hambatan pergagamitu hambatan
non-tarif.

Sejarah proteksi sejak Perang Dunia ke |l dapattikdan sebagai
berikut®*

1. Terus merosotnya tarif bea masuk melalui negoSB&TT yang

berkelanjutan.

2. Hambatan pada perdagangan secara konvensionalumenur

3. Mencuatnya non tariff barrier.

B. World Trade Organization

GATT merupakan suatu lembaga internasional yanggylenting dalam
kegiatan hubungan perekonomian internasional segekhirnya Perang Dunia ke
[I. Namun GATT telah beralih wajah dengan disetwai organisasi baru yaitu

World Trade OrganizatiofWTO). WTO secara resmi telah berdiri sejak tanggal

'8 Gofar Bain , Ibid. hal 15.

1% Hendra HalwaniEkonomi I nternasional dan Globalisasi Ekonomi,Ghalia Indonesia, Jakarta. hal 340.
2 Bhagwati JagdisProteknisme, Angkasa, Bandung 1992, hal 42.

%L Hendra Halwaniop. cit. hal 100.
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1 Januari 1995. Namun sistem GATT sebagai kesednrtdtap merupakan dasar

dari sistem perdagangan multilateral yang berlaku.

1 Hubungan Antara General Agreement on Tariffsand Trade dan World
Trade Organization.

Dengan berahirnya Perang Dunia Ke I, pihak seksgbagai pihak
pemenang dalam perang ingin menciptakan serangkagamisasi internasional
yang dapat mengatur tata cara dan aturan permadsam kehidupan
perekonomian, termasuk perdagangan berdasarkakesfasama antar negara.

Dalam menyusun aturan permainan baru, pengalarahit pada tahun
1930-an menjadi pelajaran agar hal-hal destrukdifgy terjadi pada waktu itu
tidak terulang lagi. Oleh sebab itu didirikanlalbéeapa organisasi internasional
dibidang ekonomi diantaranyaternational Trade OrganizatiofiTO).

ITO sebagai sistem perdagangan yang bebas dankéetlmak berhasil
menjalankan fungsinya. Namun untuk menurunkan sadara multilateral pada
masa itu, dibuatlah kesepakatan mengenai tarif ydiegbut dengarGGeneral
Agreement on Tariff and Trad&ATT). Kesepakatan tersebut perlu dilindungi
dengan menerima secara dini atau provisional, kamga sejumlah ketentuan
perdagangan dari ITO.

Pada awalnya GATT hanya merupakan kesepakatannsmi@meyang
berlaku sejak 1 Januari 1948, sampai pembentuk@ndifiatifikasi oleh masing-
masing negard. Pembentukan GATT merupakan usulan bersama ant8ra A

dengan Inggris pada ahir Perang Dunia ke Il, unteknbangun struktur ekonomi

22 Gofar Bain,Uruguay Round dan sistim Perdagangan Masa Depan, Jakarta: Djambatan, 2001., hal 15.
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setelah perang. Hal tersebut dilakukan untuk megini terjadinya kekacauan
akibat proteksi perdagangan yang dilakukan padataB30-an.

Pada prakteknya proses ratifikasi dari pembentukdd oleh badan
legislatif masing-masing negara ternyata tidak rhudBerkaitan dengan hal
tersebut pemerintah AS pada tahun 1950 menyatadearss resmi tidak lagi
mengusahakan konggres untuk meratifikasi pembentik@*® Dengan adanya
tindakan pemerintah AS tersebut dapat dikatakamadmO telah gagal, karena
AS sebagai negara yang mendominasi perdagangam digiak turut serta.
Namun kesepakatan GATT tetap berlaku.

GATT sejak awal berlakunya telah banyak mengalaarkgmbangan,
Perkembangan tersebut dilakukan melalui beberaptargmu perundingan
perdagangan multilateral yang dikenal secara hérturut yaitu Geneva (1979),
Annecy (1948), Torquay (1950), Geneva (1956), Dill@960-1961), Kennedy
(1964-1967), Tokyo (1973-1979), Uruguay (1986-1994)

Dalam putaran Uruguay yang selesai pada bulan fgimin 1994 berhasil
membentuk WTO, dan seperangkat perjanjian perdageadipidang barang, jasa,
hak milik intelektual dan penyelsaian sengketa. WKe&dika sudah berfungsi
maka secara formal prosedural GATT menjadi tidakfugsi lagi, namun
prinsip-prinsipnya telah diadopsi oleh WTO. WTO opakan kelanjutan dari

persetujuan umum tentang tarif dan perdagangawg, tgabentuk di tahun 1995.

2 Gofar Bain,ibid, hal 16.
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2 Tujuan dan Peranan World Trade Organization.

GATT telah melakukan beberapa putaran perundinga@ngenai
perdagangan internasional. Pada perundingan putdraguay Round telah
disepakati beberapa hal yaitu mengenai perjanganbentukan WTO, mengenai
perjanjian-perjanjian dibidang barang, tentang gmgian baru yang sifatnya
sangat luas, yakni perjanjian dibidang jasa jasep#ajanjian hak atas kekayaan
intelektual, perbaikan sistem penyelsaian sengkesm perjanjian untuk
melembagakan proses untuk menilai kebijaksanaaningiagsing negara
anggota, perjanjian multilateral, deklarasi mentdanunderstandingnengenai
komitmen dibidang jasa-jasa finansial.

Dengan disetujuinya hasil perundingan Putaran uhygmaka terhitung
sejak 1 Januari 1995, GATT sebagai lembaga intenmals yang mengatur
perdagangan dunia sudah tidak ada lagi karena dejaimtikan sepenuhnya oleh
WTO.?® Tetapi GATT sebagai satu perangkat kesepakatasagangan masih
tetap ada walaupun mengalami perbaikan dan pengesuin tidak lagi menjadi
ketentuan satu-satunya yang mengatur perdagang@nnasional. Hal ini
disebabkan perdagangan barang hanya sebagiaredahlifuhan perdagangan..

WTO mempunyai kerangka institusi yang mencakupgesai?®

1. Multilateral Trade Agreement@MTAS) yaitu perjanjian WTO yang

mengikat seluruh anggota WTO.

24 H.S KartadjoemandSATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga I nternasional di Bidang
Perdagangan,:Ul Press, Jakarta 2002, hal 38.

% Gofar Bain,Uruguay Round dan sistim Perdagangan Masa Depan hal 122.

% H.S Kartadjoemana, op. cit., hal 304.
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Plurilateral Trade Agreement{PTAs) yaitu perjanjian WTO yang

hanya mengikat beberapa negara menjadi anggotaja/a s

WTO merupakan organisasi payung yang bertanggunepbjaatas

implementasi GATT, jadi WTO bertanggung jawab atesmua perjanjian

multilateral dan plurilateral yang telah dihasilkaari putaran Uruguay dan

perjanjian-perjanjian yang akan dobentuk.

Putaran Uruguay menghasilkan kesepakatan tentargdjribga WTO

memiliki persetujuan-persetujuan yang mencakup riegargasa, dan kekayaan

intelektual yang mengandung prinsip-prinsip utarbarélisasi. Adapun sturktur

dasar persetujuan WTO, melip@ti:

1.

2.

3.

4.

Baranggoods(General Agreement on Tariff and TraGATT)
JasagervicedGeneral Agreement on Trade in ServiGATS)
Aspek-aspek kepemilikan IntelektualTréde-Related Aspects of
Intellectual PropertiesTRIPS)

Penyelsaian sengket@ispute Settlements

Persetujaun-persetujuan di bidang tersebut di atam annexnya

berhubungan antara lain dengan sektor-sektor dibawa

1.

2.

3.

4.

Y

6.

Pertanian

Sanitary and Phytosanitary/SPS

Badan pemantau tekstil (Textiles and Clothing)
Standart produk ( Technical Barrier to Trade)

Tindakan investasi yang terkait dengan perdaga(jaims)

Tindakan anti dumping

2" H.S Kartadjoemana, ibid., hal 39.



21

7. Penilaian Pabean

8. Pemeriksaan sebelum pengkapalan

9. Ketentuan asal barang

10. Lisensi impor

11. Subsidi dan tindakan imbalan

12.tindakan pengamanan
perjanjian-perjanjian dibidang jasa dan anex-anaxmgncakup semua dibidang
jasa kecuali yang ditangani langsung oleh pemédriké&miatan jasa terdiri antara
lain:

1. Pergerakan tenaga kerja

2. Jasa kepariwisataan

3. Jasa distribusi

4. Jasa kesehatan

5. Jasa pendidikan

6. Jasa profesi

7. Transportasi (darat,laut,udara)

8. Jasa keuangan

9. Telekomunikasi

WTO adalah organisasi yang dibentuk untuk memensamua
kepentingan perdagangan dari semua anggotanya rdengmbuat peraturan-
peraturan dan prosedur yang didasarkan pada adza thalik dalam akses pasar,

non-diskriminasi dan mengatur mengenai penyelsseagketa.
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WTO berbeda dengan GATT, yang mengikat faoatrac Partiesdalam
lingkup yang sempit yaitu hanya mengenai baran@, saedangkan WTO
merupakan organisasi yang para anggotanya bersetlix mengikuti seluruh
perjanjian.

Tujuan WTO dapat dilihat darPreamble yaitu untuk meningkatkan
standart hidup, memperluas lapangan perkerjaan,gspannegara-negara
berkembang dalam pertumbuhan perdagangan, menirdgat menstabilkan
pertumbuhan pendapatan rill dan permintaan yankfiefenemperluas produksi
dan perdagangan barang dan jasa, disamping itu apgmglkan penggunaan
sumber daya alam sesuai tujuan terciptanya pembangyang berkelanjutan,
guna melindungi dan melestarikan lingkungan dan ighetkan upaya untuk
mencapai hal tersebut dengan cara yang konsistegadekebutuhan mereka
tingkat pembangunan ekonominya. Adapun fungsi\dar© antara lain:

1. Menyediakan forum untuk negosiasi antara anggogg@anya
mengenai hubungan perdagangan untuk negosiasiaaataggota-
anggota serta forum untuk melakukan negosiasi jséhg@a antara
negara-negara anggotanya mengenai hubungan pegdagan
multilateral.

2. Menyediakan sistim penyelsaian sengketa.

3. Menyediakan mekanisme review kebijakan nasionaftusueegara

dibidang perdagangan.
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4. Melakukan kerjasama dengan IMF, IBRD dan badan+badihasinya
dengan maksud untuk mencapai suatu hubungan yiaifgeleat dalam
pembuatan kebijakan ekonomi global.

Dalam pasal VII dari Agreement Establishing The World Trade
Organization disebutkan bahwa WTO mempunyai status hukum ysetagai
subjek hukum internasional. Pasal itu juga mengikam anggotanya untuk
memberikan hak istimewa dan kekebalan bagi WTO nidataelaksanakan
fungsinya. Selanjutnya ditetapkan bahwa wakil @mggota dan pejabat WTO
juga harus diberi hak istimewa dan kekebalan yaperidikan agar mereka dapat

melaksanakan fungsinya secara mandiri.

C. Perjanjian Non-Tariff Barrier.

Dalam perdagangan Internasional terdapat dua mdwambatan yaitu
hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Kedua tindatersebut menyebabkan
hambatan dalam perdagangan internasional sehirgyfia gibahas dalam setiap

pertemuan WTO.

1 Pengertian Hambatan Tarif dan Non-tarif.

Pada awalnya dalam perdagangan internasional reartipakan bagian
yang paling lama ditangani oleh GATT. Tarif merupalpajak atau bea yang
dikenakan dalam perdagangan barang yang melinegara. Dalam sejarah
GATT pada setiap putaran perundingan telah berlamggsipaya menurunkan

tingkat bea masuk negara anggota GATT. Dalam haunp@an tingkat tarif,
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sejak awal berdirinya GATT telah mengalami kemajugaitu rata-rata tarif
untuk hasil manufaktur yang dikenakan negara-negaagu terhadap impor
mereka pada ahir putaran Tokyo Round sebesar 4®¥angkan pada tahun
1947 mencapai tingkat sebesar rata-rata 40%. Adpengertian dan fungsi tarif
adalah: alat yang digunakan pada tingkat penge&anmasuk berdasarkan
jumlah yang tetap, dikenakan barang perunit badiingpor, fungsinya biasanya
digunakan untuk melindungi industri nasional dargaingan industri luar negeri.
Tarif dikenakan kepada barang ketika barang tetsebelintas wilayah
kepabeaan. Kewajiban tersebut didasarkan padanp@ssemaupun jumlah yang
telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut yangldiod dengan hambatan tarif
yaitu hambatan masuk sebuah produk yang disebatlklinadanya pengenaan
tarif impor.

Sejalan dengan turunnya hambatan tarif yang diatsjak berdirinya
GATT, terdapat suatu hambatan yang lain yaitu haambaon tarif. Hambatan
non tarif menimbulkan permasalahan bagi perusahaal maupun besar.
Hambatan tersebut tidak terlalu diatur dalam hukperdagangan internasional
dibandingkan dengan tarif, tidak terlalu kelihattalam pelaksanaannya namun
mempunyai potensi yang lebih besar dalam membpa¢sdagangan internasional
sebagai akibat dari hambatan non tarif.

Meskipun hambatan non tarif tidak membatasi akzesar, namun hal
tersebut membuat perusahaan mengeluarkan biyay& umemenuhi semua

pesyaratan yang di keluarkan oleh pemerintah @gara yang bersangkutan.
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Hambatan non tarif merupakan hambatan yang disabakklain dari
adanya pengenaan tarif impor. Hambatan non taitfi yambatan masuk sebuah
produk yang bukan disebabkan karena adanya peng&rdampor, tetapi akibat
adanya pelarangan, penunjukan pada perusahaamuestga sebagai pihak yang
menangani pemasaran dan pembuatan atas satugeamgbAkibat dari tindakan
ini menyebabkan perdagangan internasional tidakt¢éalguka karena pengaturan
tersebut menjadi suatu hambatan dalam perdaganggnasional.

Oleh karena kurang jelasnya pengertian dari hambata-tarif ini,
mengakibatkan daftar dari hambatan non-tarif mergadjang. Praktek non-tarif
merupakan tindakan kebijakan dan praktik yang mandtat volume, komposisi,
dan arah perdagangan barang atau upaya menghanigzisya barang ke suatu
negara. Hambatan non tarif ini merupakan hambataokrbsi yaitu hambatan
yang timbul dikarenakan adanya pengaturan dilakwkaim negara mengenai hal-
hal diluar tarif.

Hambatan non tarif merupakan hambatan perdagareyaipd kuota atau
hambatan perdagangan lainnya berupa pembatasaahjumin impor, biaya-
biaya yang dikenakan oleh kepabeaan, prosudur kepab subsidi ekspor,
tingkat standart yang tidak beralasan atau prossthmdart yang berlebihan.
Pengaruh hambatan non tarif memang tidak terlieagdn jelas, namun cukup
besar. Pengaruh hambatan non tarif antara laiagseberikut:

1. Ketibaan barang menjadi terlambat, baik di gudamgipun di tempat

penampungan lain. Keterlambatan arus barang mdregkkin tambahan
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biyaya yang akan menjadi beban konsumen karenadiekinaikan
barang.

2. Keterlambatan arus barang juga memperburuk hubuagsportir dan
importir.

3. Hambatan non-tarif memperburuk citra suatu negailealalhgan
eksportir, negara tersebut dianggap sebagi negarmg memiliki aparat
yang tidak efisien.

4. Hambatan non tarif dapat menimbulkan balas dendzgama lain. Kalau
suatu negara menghendaki ekspornya ke negara daicarl maka
eksportir harus berbuat sama agar negara lain niangkan kuota
maupun kebijakan yang bersifat proteksi dengan oramgi pajak
impor atau membuka pasar selebar-lebarnya, sehkegiya negara atau
negara lain berbuat sama sehingga saling mengu@ong

Tindakan-tindakan yang menyebabkan hambatan ndrrtasangat sulit
dibuktikan, hal tersebut dikarenakan pertama, #ada tersebut tetap
menimbulkan hambatan non-tarif meskipun tidak ditaesuatu aturan mengenai
pelarangan perdagangan, kedua aturan perdaganggndylzuat tersebut tidak
melanggar prinsip non-diskriminasi. Prinsip norkdiminasi adalah prinsip-
prinsip yang terdapat dalam WTO diamana negararaegaggota WTO pada
umumnya tidak boleh melakukan diskriminasi, yaila memberikan perlakukan
khusus kepada suatu negara (misalnya dengan mdwagelbea masuk yang lebih
rendah terhadap salah satu produk ekspornya), petkakuan yang sama harus

juga diberikan kepada anggota WTO yang lainnya.
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2 Perkembangan Perjanjian Non Tariff Barrier Dalam World Trade

Organization.

Pada tahun-tahun awal perundingan yaitu putarampai dengan putaran
ke V, putaran perdagangan GATT mengkonsentrasilegosiasi pada upaya
pengurangan tarif. Putaran Kennedy (pertengahanntat®60-an) dianggap
sebagai putaran paling komperhensif dibandingkangae putaran-putaran
sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan pada peruadiing subjeknya meliputi
semua produk, baik disektor pertanian maupun diosekdustri, dengan tujuan
untuk menurunkan tarif dan mengurangi hambatantaoh Upaya mengurangi
hambatan non tarif hanya berhasil disepakaide on Anti Dumpingebagai
instrumen untuk menghadapi persaingan yang tidak glalam bentuk penjualan
barang dibawah hargi.Selain itu penambahan dalam ketentuan GATT sebagai
pengakuan terhadap hak-hak negara berkembang orenklapatkan perlakuan
khusus dan berbeda yang mengatur bafitva :

1. Negara-negara berkembang diizinkan untuk menggunb&abatan non
tarif untuk melindungi industri kecil dan bila méraglapi kesulitan neraca
pembayaran.

2. Negara-negara berkembang dibebaskan dari penepaipaip resiprositas
yaitu keawajiban untuk memberi konsesi sebagai lambaerhadap
manfaat penurunan tarif dan non tarif yang berlatas dasar non

diskriminasi.

% Gofar Bain,Uruguay Round dan sistim Perdagangan Masa Depan. Jakarta: Djambatan, 2001, hal 27.
29 Gofar Bain, ibid., hal 28.
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3. Hak bagi perlakuan khusus dan berbeda untuk newmara berkebang
ini diakui dalam hubungannya dengan pemberlakDade of non-tariff
Barriers to Trade

4. Negara-negara berkembang dikecualikan dari kewajilmaemenuhi
persyaratan mengenai beacukai .

Putaran Tokyo (1973-1979) meneruskan upaya GATTgomamgi tarif
secara progresif. Hasil yang diperoleh rata-ratacaleup sepertiga pemotongan
dari bea impor/ekspor terhadap 9 negara indusuntmengakibatkan tarif rata-
rata atas produk industri turun menjadi 4,7%.

Selanjutnya adalah putaran Uruguay (1986-1994) yaeggarah kepada
pembentukan WTO. Putaran Uruguay adalah perundingandagangan
multilateral dalam kerangka GATT yang diadakanls&aptember 1986, dengan
kesepakatan tingkat menteri negara-negara yang paidegin penandatangan
GATT di Punta Del EsteUruguay.

Putaran Uruguay menghasilkan lima belas topik besamg dapat
diklasifikasikan ke dalam masalah-masalah ataungig@bagai berikut®:

1. Masalah perluasan akses pasar.

2. Penyempurnaan aturan main GATT.

3. Penyempurnaan intitusional dan masalah-masalah baru
Putaran Uruguay menghasilkan perjanjian yang hampncakup semua

bidang perdagangan. Pada saat itu putaran tersebopaknya akan berahir

dengan kegagalan, tetapi pada ahirnya dapat mekeappakatan-kesepakatan.

%9 Gofar Bain, ibid., hal 30.
31 H.S KartadjoemandATT WTO dan Hasil Uruguay Round, Ul Press, Jakarta 2002., hal 36
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Putaran Uruguay membawa perubahan besar bagi gistetagangan dunia sejak
terciptanya GATT pada ahir perang dunia ke Il. Masik mengalami kesulitan
dalam permulaan pembahasan, putaran Uruguay mdw@mbenasil yang nyata.
Hanya dalam waktu dua tahun, para peserta telahyehgni suatu paket
pemotongan atas bea masuk produk-produk tropis megiara berkembang,
penyelsaian sengketa, dan kesepakatan agar pagatangemberikan laporan
reguler mengenai kebijakan perdaganifadal ini merupakan langkah penting

bagi peningkatan transparansi aturan perdagangseiutuh dunia.

3 Beberapa Jenis Perjanjian Non-tarif

Kesepakatan ahir dari perundingan putaran Uruguagngasilkan
beberapa kesepakatan mengenai perjanjian hambatartanf. Kesepakatan-
kesepakatan tersebut yaitt :

1. Regulasi Teknis dan Standart.

Hal ini berkaitan dengan peraturan-peraturan teki@s standart bagi

produk-produk industri yang diberkalukan dalam pgahgan untuk

melindungi keselamatan dan kesehatan manusia, helaantumbuh-

tumbuhan serta lingkungan dan untuk memenuhi kélantikonsumen

lain. Kesepakatan ini disebut dengéme Agreement of Technical Barrier

to Trade

2. Perizinan Impor.

32 \WTO,the Establishment of WTO, www.wto.org/english/Understandijif29 desember 2007)
% H.S Kartadjoemana, op. cit., hal 80.
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Dalam kesepakatan WTO ditetapkan bahwa perizingorrharus dibuat
sederhana, transparan dan mudah dipahami.

3. Valuasi Pabean.
Valuasi pabean merupakan ketentuan untuk menileanigebarang di
pelabuhan. Bagi importir, proses penentuan hargaigaroduk di instansi
bea cukai merupakan masalah yang sama pentingmetapan dengan

tingkat bea masuk yang dikenakan pada produk ingwsebut.

D. Techical Barrier to Trade.

Kemajuan dalam penurunan tarif yang telah dilakusiah GATT/WTO
mengakibatkan para kalangan industri dan pemerinmtahcari jalan lain untuk
melindungi atau memproteksi industri dalam negexinleh sebab itu proteksi
tersebut sering kali mengakibatkan hambatan dalemlagang internasional.
Hambatan ini disebut sebagai hambatan non tarif.

Hampir semua negara mempunyai peraturan tekng lzeang-barang
perdagangan yang berkaitan dengan pertimbangamtiskgamanan, kesehatan
manusia, dan perlindungan lingkungan. Peraturaatpem tersebut mempunyai
potensi sebagai tindakan non tarif yang menimbulkeambatan dalam
perdagangan internasional. Hal ini disebabkan pgaer peraturan teknis tersebut
dilakukan dengan maksud untuk melindungi produkdam negeri. Selain itu
peraturan teknis dan standarisasi teknis dalansindsangat penting, tapi antara
negara satu dengan negara yang lainnya sering nmyaiplebijakan yang

berbeda-beda sehingga pihak importir maupun ekspséring mengalami



31

kesulitan dalam melakukan perdagangan. Hal tersgbg& menimbulkan
hambatan dalam perdagangan internasional.

Untuk mengatasi hambatan tersebut melalui peruadimmutaran Tokyo
telah dibuat suatu perjanjian yang mengatur perggumeraturan teknis dalam
perdagangan serta penentuan syarat yang harusitipertuk dapat menerapkan
hal tersebut. Perjanjian tersebut adalethnical barrier to trade(TBT) pada
tahunl1979 atau dikenal juga sebagai standart code.

Akibat perkembangan masalah ini di bidang perdagmangternasional
semakin pesat dan semakin kompleks maka ketestaadart codéhasil putaran
tokyo dianggap masih perlu disempurnakan. Perlu@saie ini juga diperlakukan
mengingat bahwa Code ini hanya berlaku diantarals¢ig negara yang menjadi
anggotanya. Berdasarkan hal itu perundingan dingideBT menjadi salah satu
subtansi dalam perundingan Uruguay.

TBT mempunyai beberapa bentuk. Adapun yang terknasilam TBT
yaitu peraturan teknis dan standar yang tidak haisnoprosedur penilaian
kesesuaian yang rangkap dan rumit, penerapan hdennperaturan teknis yang
tidak transparan, prosedur birokratis yang rumit.

Adapun yang dimaksud deng@achnical Barrier to Tradatau hambatan
teknis dalam perdagangan yaitu hambatan-hambatagm diakibatkan oleh hal-
hal teknis seperti kualitas produk, pengepakan,apé@man, dan persyaratan

keamanari?

% Bohanes. Ja)-Goods-Technical Barrier To Trade, http://www.tralac.org/scripts/content.php?id=2733
(3 januari 2008).
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TBT merupakan salah satu perjanjian yang dihasildalam putaran
Uruguay sebagai salah satu usaha untuk menguremgn@énghapus hambatan-
hambatan non tarif yang terdapat dalam perdagamgemasional. Perjanjian
TBT terdiri dari 15 pasal dan 3 annex. Ketiga Anttessebut merupakan satu
kesatuan dengan perjanjian TBT. Jadi annex tergagatmengikat bagi negara

anggota. Hal tersebut berdasarkan pasal 15.5 HanarBT.

1 Tujuan Pembentukan Perjanjian Tecnical Barrier to Trade.

Peraturan teknis dan standar yang diterapkan oégjara ahir-ahir ini
semakin banyak. Meningkatkan peraturan teknis tkmdar tersebut merupakan
akibat dari semakin tingginya standar hidup yangadé saat ini dimana
konsumen menginginkan produk yang aman dan bet&salinggi. Selain itu
dengan semakin meningkatnya polusi air, udara daaht membuat masyrakat
menginginkan produk yang ramah lingkungan.

Standar sangat diperlukan dalam perdagangan asiemal, selama
dilakukan secara konsisten dan memberikan infornyasig jelas terhadap
pembeli. Standar juga berfungsi untuk mengurangsgdsihan mengenai suatu
spesifikasi maupun kualitas dari produk yang diekspaupun diimpor.

Dengan meningkatnya pertumbuhan perdagangan atisetiegara,
pekembangan standar juga semakin besar. Standdastiersebut dibuat oleh
badan standar nasional, ragional maupun internalsi@alam hal ini standar
yang dibuat oleh badan standar internasional lebifdah diikuti, sedangkan

nasional maupun regional lebih sulit. Hal tersekatena kurangnya publikasi
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terhadap pengaturan standart yang telah dikeluaokaim badan-badan standar
tersebut.

Standar nasional yang dikeluarkan oleh badan pengenang antara satu
negara dengan negara lain sangatlah berbeda. iHas@babkan oleh permintaan
terhadap standar dan kemampuan untuk menerapkadastditentukan oleh
berbagai faktor. Faktor yang banyak memperngardandsr yaitu tingkat
pembangunan dari suatu negara. Penggunaan staedangkat sesuai dengan
pengetahuan yang ada, kemampuan teknis dan usabpkattindustrialisasi,
tingkat perekonomian, kepentingan terhadap eksiaor kepentingan konsumen.

Standar yang sangat bervariasi diantara negam@aegnenimbulkan
kesulitan kepada para eksportir. Eksportir tersétautis menyesuaikan fasilitas
produksinya untuk dapat memenuhi semua peratukanstgang ada pada setiap
negara, diaman eksportir tersebut ingain menjuedrigmya. Hal tersebut akan
mengakibatkan naiknya biaya produksi dari yang rseimya®® Kenaikan biaya
produksi ini dikarenakan untuk mengimplementasik@eraturan teknis yang
dikeluarkan negara lain seperti, memperkejakangieali dibidang teknis untuk
menjelaskan peraturan tersebut, dan menyesuaiksifitafa produksi untuk
memenuhi persyaratan.

Selain itu penilaian kesesuaian juga dapat mehgtan naiknya harga
produksi suatu barang. Hal ini karena eksportiubanengeluarkan biyaya untuk
pengujian, stratifikasi labolatrium atau badan yatelah ditunjuk untuk

menyatakan bahwa produk tersebut telah memenuiiypen standar yang atfa.

z‘z Technical Barrier To Tradehttp://www.mfat.govt.nz/foreign/tnd/marketaccésts), (2 januari 2008)
Ibid.
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Pengaturan mengenai masalh TBT sangatlah peraigni dikarenakan
peraturan teknis berpotensi untuk timbuk setiag. 4dal ini disebabkan setiap
kali tercipta produk baru, dimungkinkan terciptameraturan teknis yang baru
bila produk tersebut dianggap perlu diatur.

Adapun tujuan dari pembentukan perjanjian TBT waihtuk menjamin
bahwa peraturan teknis dan standar, termasuk gyangiemasan, penandaan dan
pelabelan serta prosedur penilaian kesesuaian dgregaturan teknis dan standar
tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu daland@gangan internasional.

Perjanjian TBT mengatur sedemikian rupa sehingggulasi, standar,
teknik pengujian dan prosedur sertifikasi di tingldomestik tidak menjadi
hambatan bagi perdagangan internasional.

Perjanjian ini menghotmati hak-hak para anggotaukunmenggunakan
standar-standar kelayakan tertentu untuk melindovagiusia, hewan, tumbuhan,
kesehatan, lingkungan dan kepentingan konsumernanfan TBT juga tidak
melarang negara anggota untuk membuat kebijakaijpkah guna memenuhi
standar mereka.

Akibat dari diperbolehkan bagi tiap-tiap negaréudrmembuat kebijakan
standarnya masing-masing, hal ini menyebabkan lkaygastandar yang harus
diikuti oleh para eksportir dan importir agar dapslakukan perdagangan. Hal
ini tentu saja menyulitkan. Oleh sebab itu untukngweangi banyak perbedaan

kebijakan yang diterapkan persetujuan ini meng&ajumegara-negara anggota

3" Horizontal Case Study of Technical Barrier to TrddeUNU CRIS/LSE Project on Interaction Between
Regional an Other level Trade Agreembtip://www.lse.ac.uk/collections/international.co(® januari

2008).
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untuk mengacu pada standar-standar internasionamdmenyusun kebijakan
nasionalnya, tampa mengurangi tingkat perlindungary diberikan.

Perjanjian TBT mengatur praktik-praktik yang dapailakukan
pemerintah pusat untuk mempersiapkan, meratifidasi menerapkan berbagai
peraturan standarisasi.dalam persetujuan TBT terskatur pula prosedur yang
adil dan sama untuk memenuhi apakah suatu prodak teemenuhi standar

nasional yang ada.

2. Pokok-pokok Pengaturan Technical Barrier to Trade Agreement.

Produk standar mempunyai peranan yang pentingndiadamotong biaya
yang harus dikeluarkan untuk membuat suatu prodirigan cara mengurangi
berbagai macam bahan maupun peralatan yang hauisattan untuk membuat
suatu produR® Standar tidak dapat dihindari dalam perdagangterriasional,
hal ini karena standar berfungsi sebagai penyeragatari kualitas suatu barang.
Sehingga apabila suatu barang telah memenuhi staredtentu maka ia
mempunyai kualitas tertentu pula. Selain itu stanpla berfungsi untuk
mengurangi perselisihan mengenai spesifikasi malpalitas suatu barang yang
diekspor maupun diimpd?.

a. Produk Standar

Produk standar menentukan karakteristik dari susawang. Produk
memegang peranan penting dalam pasar untuk mendwedstang yang satu

dengan yang lain. Terdapat dua macam pembeda &rhadtu barang yang

zz UNTAC/WTO, Business Guide to The Uruguay Round, Geneva, 1996, hal 116
ibid
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disebabkan dengan adanya suatu standar pada bg#dngpembedaan barang
secara vertical dan pembedaan barang secara hatiZzbembedaan barang
secara vertikal mengakibatkan barang yang sath lebgus dibandingkan yang
lain. Sedangkan pembedaan secara horizontal tidaigakibatkan suatu barang
lebih bagus dari yang lain, dikarenakan sejajar.

Peraturan internasional yang mengatur mengenai rgeae produk
standar yaitu perjanjian TBT. Dalam perjanjian TBi&tur dua macam standar
produk yang menggunakan istilah peraturan tektashhical regulatioh untuk
standar wajib danstandard untuk standar suka refa.

b. Peraturan Teknis

Dalam perjanjian TBT diakui bahwa setiap negaragateg mempunyai
hak untuk membuat peraturan teknis yang merupakaraar wajib. Hal tersebut
dilakukan untuk menjamin kualitas barang, melindurigesehatan dan
keselamatan manusia dan lingkungan. Namun ada dypbeyersyaratan agar
peraturan dapat digunakan yaitu harus memenuhsiprimon diskriminasi, dan
tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu dal@mi@agangan internasional.
Salah satu cara untuk menjamin peraturan tekn@k tirdenimbulkan hambatan
yang tidak perlu yaitu dengan cara menjadikan staimdernasional yang relevan
sebagai pedoman untuk membuat peraturan teknis.

Dalam perjanjian TBT tidak dijelaskan organisageinasional mana yang
dapat dijadikan acuan dalam pembuatan peraturanisteRetapai beberapa

organisasi internasional yang biasanya menjadi racstandarisasi adalah

40 UNTAC/WTO, World Trade Report, Geneva, 2005 hal 32
“1 UNTAC/WTO, Business Guide to The Uruguay Round, Op., Cit., hal 116
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International Organization for Standardzation (IS@¥ernational Electronical
Commission (IECY

Terdapat pengecualian terhadap penggunaan staridarasional apabila
tidak ada suatu standar yang relevan, atau jugaamuaeknis tidak sesuai dengan
muatan teknis standar internasional maka suaturaetggpat membuat peraturan
teknis yang tidak berdasarkan standar internasioaahun dalam melakukan hal
tersebut harus memenuhi beberapa persyaratanayajgota harus?

1. Membuat pengumuman dalam suatu publikasi yang
memungkinkan semua pihak yang berkempentingan nemge
adanya peraturan teknis tersebut.

2. Memberikan notifikasi kepada anggota lain melalekestariat
WTO mengenai produk yang dicakup dalam usulan pexat
teknis, bersama dengan petunjuk singkat mengemaantudan
dasar pemikiran logisnya.

3. Atas permintaan anggota lain memberikan keteramgas usulan
peraturan teknis.

4. Tampa diskriminasi, memberikan waktu yang cukup baggota
lain untuk memberikan tanggapan tertulis, atas eaan
mendiskusikan tanggapan ini dan mengindahkan tgaggeertulis
serta hasil dari diskusi ini.

Salah satu kewajiban negara-negara anggota WTO gatgr dalam

perjanjian TBT yaitu mewajibkan untuk menotifikasandar, prosedur penilaian

2 |bid, hal 88
“TBT Agreement pasal 2.9
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kesesuaian dan peraturan teknis yang akan dib&dakuKewajiban untuk
melakukan notifikasi berlaku apabila:

1. Materi yang diatur dalam rancangan peraturan telst@mdar dan
prosedur penilaian kesesuaian yang akan ditetaplaryimpang
atau berbeda dengan standar internasional.

2. Tidak ada standar internasional yang berkenaan atemgateri
yang diatur dalam rancangan peraturan teknis, atarghn
prosedur penilaian kesesuaian.

3. Rancangan peraturan teknis, standar dan prosedoiaipa
kesesuaian berpotensi memperngaruhi kepentingashagengan
anggota WTO lainnya.

Selain kewajiban untuk memberikan notifikasi, negamnggota juga
mempunyai kewajiban untuk menjamin adargrquiry pointyang berfungsi
untuk menjawab petanyaan dari pihak-pihak yang émepentingan di negara
anggota dan juga menyediakan dokument yang relgsag berhubungan dengan
setiap peraturan teknis, standar dan prosedurgiemikesesuaiaff.

C. Prosedur Penilaian Kesesuaian

Pada produk yang dikenakan standar wajib, pihak) yemwenang hanya
memperbolehkan importir maupun eksportir menjuatabgnya jika dapat
menunjukan sertifikat yang menjamin barangnya tetsmenuhi standar dari
badan atau laboratorium yang diakui di negara gaalReraturan diatas dalam

perjanjian TBT dikenal dengan sebagai prosedurganikesesuaian.

“TBT Agreement pasal 10
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Prosedur penilaian kesesuaian dapat diberikan betan pemerintah
pusat, badan pemerintah daerah maupun badan noeripexh. Hal ini diatur
dalam perjanjian TBT pasal 5, 7, dan 8. sedangkanggkuan penilaian
kesesuaian hanya diberikan oleh badan pemerintaat.pBada perjanjian TBT
pasal 6 disebutkan bahwa hasil prosedur penilagmeduaian dari anggota lain
diterima, bahkan apabila prosedurnya berbeda depgsedur mereka. Namun
hal ini baru berlaku bila adanyautual recognition agreemerdntar negara
tersebut.

Eksportir dapat diwajibkan untuk menerapkan stangarg berlaku di
negara importir, menggunakan standar yang harmgaisg digunakan di
negaranya, negara importir maupun di beberapa aeggoortir lainnya, ataupun
membuat suatu produk yang sesuai dengan persyadataregaranya yang

dianggap sama dengan negara importir.

3. Prinsip-Prinsip Dalam Perjanjian Tecnical Barrier to Trade

Perjanjian TBT mengatur tiga hal yaitu mengenaiapgan-peraturan
teknis, standar dan prosedur penilaian kesesudiarnadap tiga hal tersebut
berlaku prinsip dan aturan yang sama. Adapun jprpsnsip dan aturan yang
berlaku dalam perjanjian TBT yaitu :

a. prinsip non diskriminasi.

Prinsip non diskriminasi dalam WTO berlaku terhagapaturan teknis,
standar dan penilaian kesesuaian. Prinsip ini ddiiaat dalam perjanjian TBT

pada pasal 2.1 untuk peraturan teknis yang mengatakhwa:
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Members shall ensure that in respect of technical
regulations, products imported from the territory @any Member
shall be accorded treatment no less favourable thahaccorded to
like products of national origin and to like prodscriginating in
any other country

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa anggota hareisjamin bahwa
berkenaan dengan peraturan teknis, produk yangpdrindari wilayah setiap
Negara anggota harus diberikan perlakuan yang tidakng menguntungkan
dibanding perlakuan yang diberikan kepada prodwdional serupa dan produk
serupa yang berasal dari negara lain.

Prinsip non diskriminasi juga berlaku terhadamdéea diatur dalam annex
3 (D) Code of Good Practice for the Preparation, Adopteomd Application of
Standardmenyatakan bahwa :

In respect of standards, the standardizing bodyl siecord
treatment to products originating in the territorgf any other
Member of the WTO no less favourable than that @=mbto like
products of national origin and to like productsiginating in any
other country.

Pasal tersebut juga menyebutkan badan standanesas memberikan perlakuan
atas produk yang berasal dari wilayah anggota Wanya tidak kurang
menguntungkan dari yang diberikan atas produk nasiserupa atas produk
serupa yang berasal dari negara lain.

b.Transparansi

Transparansi merupakan hal yang penting dalam TBjreément.
Trasparansi dalam hal ini berarti bahwa setiap regaggota ketika membuat

atau menerapkan suatu peraturan teknis, standapumgpenilaian kesesuaian

harus diumumkan dan memberikan kesempatan kepdudi& paotuk memberikan
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tanggapan terhadap peraturan teknis, standar desedur kesesuaian yang
dikeluarkan. Prinsip transparasi ini juga terdajzaam GATT.

Mengenai prinsip transparasi dalam perjanjian dialalam pasal 2.9.
Dalam penerapan perjanjian TBT ini untuk menjaménlaksananya prinsip
transparansi setiap negara anggota diwajibkan umirkbuatnquiry point,hal
ini diatur dalam pasal 10 yang menyatakan bahwa:

Each Member shall ensure that an enquiry pointtexigich

is able to answer all reasonable enquiries fromeothMembers and

interested parties in other Members
Pasal tersebut menyebutkan setiap anggota harugmienadanya suatu pusat
pelayanan pertanyaan yang mampu menjawab semwanysah yang wajar dari
pihak-pihak yang berkepentingan di negara ang&skain hal-hal tersebut, untuk
menjamin terlaksananya prinsip transparansi malgaraeanggota juga harus
melakukan notifikasi ke Sekertariat WTO. Ada empal yang harus
dinotifikasikan oleh negara anggota yaitu:

1. Rencana pemberlakuan peraturan teknis, standar pamlaian
kesesuaian yang diperkirakan akan dapat berpengtetiadap
perdagangan internasional.

2. Program kerja pengembangan standar.

3. Pernyataan adminitrasi dan penerapan perjanjian TBT

4. Saling pengakuan antara dua negara atau lebih rfeakedengan

peraturan teknis, standar dan penilaian kesesuaian.



42

c. Harmonisasi.

Harmonisasi sangatlah penting dalam perjanjian 7ggota disarankan
untuk ikut berpatisipasi dalam harmonisasi standirnasional serta memakai
standar internasional sebagai dasar untuk memlanatupan teknis dan standar.
Hal tersebut diatur dalam perjanjian TBT pasal 2anpai dengan 2.6 untuk
peraturan teknis, Annex 3 (F) sampai denganG@&je of Good Practice For The
Preparation, Adoption and Aplication of Standamituk pasal 5.4 dan 5.5 untuk
prosedur penilaian kesesuaian.

d. Menggunakan standar internasonal yang relevan.

Berdasarkan perjanjian TBT menyatakan bahwa apabidéu peraturan
teknis dibutuhkan dalam suatu perdagangan sedarsggadar internasional yang
relevan sudah ada, anggota harus menggunakannyamataggunakan bagian
yang relevan darinya akan menjadi sarana yang tdektif atau tidak sesuai
untuk pemenuhan tujuan sah yang dicapai, misalyenia faktor iklim yang
mendasar, atau faktor geografis yang mendasar ratsalah teknologi yang

mendasaf®

E. Gambaran Umum Badan Standardisasi Nasional.

1 Tentang Badan Standardisasi Nasional.

Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan KeantiPresiden No.
13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputussid®n No. 166 Tahun
2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenar§asiynan Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebaga telah beberapa

S Technical Barrier To Trade Agreemgpdsal 2.4
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kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusanid®esNo. 103 Tahun 2001,
merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen derggas pokok
mengembangkan dan membina kegiatan standardisdsiddnesia. Badan ini
menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasion DSN. Dalam
melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasibegbedoman pada
Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentangd&tdisasi Nasional.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisagndadi bidang akreditasi
dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)

KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan reeRdn
pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menatagitem akreditasi dan
sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fuAg§di di bidang Standar
Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Kon8tandar Nasional untuk
Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas meikdnepertimbangan
dan saran kepada BSN mengenai standar nasiondt satuan ukuran.Sesuai
dengan tujuan utama standardisasi adalah melindprgilusen, konsumen,
tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanselak®atan, kesehatan serta
pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan stangasdi secara nasional ini
dilakukan dalam rangka membangun sistem nasionaj yaampu mendorong
dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/ataa jssrta mampu
memfasilitasi keberterimaan produk nasional daleansaksi pasar global. Dari
sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat mkaikgn daya saing produk

barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
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2 Vis dan Misi.
aVis
SNI menjadi standar nasional yang efektif untuk merkuat daya saing nasional,

meningkatkan transparansi dan efisiensi pasarjigakanelindungi keselamatan

konsumen, kesehatan masyarakat, kelestarian flinglsungan dan keamanan.

b. Misi
Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi Bfffdlah memberikan

kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi melalui

a. Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan dan tinkias
standardisasi

b. Mengembangkan proses yang terbuka, transparantidiEn memihak bagi
pemangku kepentingan untuk berpartisipasi, meny&apdkepentingan dan
memberikan suara mereka dalam pengembangan SNI

c. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap maSfdatdalam kegiatan
profesional dan kehidupan sehari-hari

d. Menyediakan dukungan dan fasilitasi bagi pener&in

e. Meningkatkan kerjasama internasional di bidangdstedisasi

f. Mengembangkan pengetahuan dan keahlian di bidandatdisasi

3 Fungs dan Kewenangan.

Fungsi BSN :
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pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dangidstandardisasi
nasional.

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanagast@BSN.

fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instgesnerintah di bidang
standardisasi nasional.

penyelenggaraan kegiatan kerjasama dalam negemtianasional di bidang
standardisasi.

penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan adminisirasm di bidang
perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi ddéaksaina, kepegawaian,

keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengldgarumah tangga.

Kewenangan BSN :

a.

b.

penyusunan rencana nasional secara makro di bigangn
perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukungbpegunan secara
makro.
penetapan sistem informasi di bidangnya.
kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peratwwamdang-undangan
yang berlaku yaitu :
1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu dndidtandardisasi
nasional.
2. perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasbaga
sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium.

3. penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI).
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4. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangny

5. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidangn

4 Struktur Organisasi.

_H
y,

K
i

B

PUSAT
PEMNELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
STANDARDISASI

Ir. Eddy H, SE, M.Sc

PUSAT
PERUMUSAN
STANDAR

IrTAR Hanafiah, M.Sc

PUSAT
KERJASAMA
STANDARDISASI

I, Nysman S, M.Sc

_'

PUSAT
SISTEM
PENERAPAN
STANDAR

DrsSuprapto, MLS

PUSAT
AKREDITASI
LEMBAGA
SERTIFIKASI

Dra. Zakiyah, MM
pUSAT
AKREDITASI
LABORATORIUM BAN
LEMBAG AINSPEKSI

Drs. Kukuh 5A, M.5c

¥

! Dra Nuash 5, ML

PUSAT
PENDIDIKAN DAN
PEMASYARAKATAN
STANDARDISASI

Drs. Theyo Harpono, MLS

Sumber : BSN
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Deskripsi Struktur Organisasi Badan Standardisasidhal.
a. Kepala BSN
Badan Standardisasi Nasional dipimpin oleh seokamala yang berada dibawah

dan bertanggung jawab langsung kepada PresiderbiRemdonesia.

Adapun tugas Kepala BSadalah

1. memimpin BSN sesuai dengan ketentuan peraturamgeng-undangan
yang berlaku.

2. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umwunaedengan tugas
BSN.

3. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas B&MNj ymenjadi
tanggung jawabnya.

4. membina dan melaksanakan kerjasama dengan insiansiorganisasi

lain.

Kepala BSN dalam melaksanakan tugasnya dibantuSsé&hetaris Utama dan 3
orang Deputi, yaitu Deputi Bidang Penerapan Stamtder Akreditasi, Deputi
Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi aguBidang Informasi dan

Pemasyarakatan Standardisasi.

b. Sekretaris Utama

Mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, ipearh

pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingan BSN. Sekretaris
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Utama membawahi 2 biro yaitu Biro Perencanaan, Kgala dan Tata Usaha
serta Biro Hukum, Organisasi dan Humas. Biro Pereaan, Keuangan dan Tata
Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan romusbijakan,

pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rangemgelolaan keuangan,
urusan tata usaha dan urusan rumah tangga semelpean barang/kekayaan
milik Negara. Biro Hukum, Organisasi dan Humas menyai tugas

melaksanakan pengkajian dan penelaahan hukum, psammdan penyusunan
peraturan perundangan, pemberian bantuan dan pé@yuhukum, analisis dan
penataan kelembagaan, pengawasan dan evaluasi emanajmutu internal,

urusan kepegawaian, hubungan masyarakat dan hubwgar lembaga serta

penyusunan laporan.

c. Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat.

Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat pusyai tugas
melaksanakan pengkajian dan penelaahaan hukummpsan dan penyusunan
peraturan perundangan, pemberian bantuan dan pdayuhukum, analisis dan
penataan kelembagaan, pengawasan dan evaluasi emanajmutu internal,
urusan kepegawaian, hubungan masyarakat dan hubwrgar lembaga serta

penyusunan laporan.

d. Biro Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha.

Biro Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha menipunogas

melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembikaardinasi program dan
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penyusunan rencana, pengelolaan keuangan, urdsamstha dan urusan rumah

tangga serta apengelolaan barang/kekayaan milifdeg

e. Inspektorat.

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawésagsional

terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN.

f. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi.

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang
penerapan standar dan akreditasi. Deputi DeputrigjdPenerapan Standar dan
Akreditasi membawahi 3 Pusat yaitu Pusat Sistemef@pan Standar, Pusat
Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi, sBuaat Akreditasi Lembaga
Sertifikasi. Pusat Sistem Penerapan Standar mempungas melaksanakan
penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordipagjram dan penyusunan
rencana di bidang sistem pemberlakuan standar elaanganan pengaduan serta

pembinaan prasarana penerapan standar dan sistémagamutu.

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi mempunyaiasugnelaksanakan
penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan koordinagiram dan penyusunan
rencana di bidang akreditasi dan sertifikasi dahgl sistem manajemen, produk,
lembaga pelatihan dan personel, dan sejenisnyia, lsstjasama dengan lembaga
yang terkait dengan kegiatan akreditasi dan desfi baik secara bilateral,

regional dan internasional.
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Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksmpunyai tugas
melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembira@rdinasi program
akreditasi laboratorium penguji, akreditasi laboriaim kalibrasi dan akreditasi

lembaga inspeksi.

g. Pusat Sistem Penerapan Standar.

Pusat Sistem Penerapan Standar mempunyai tugasksanedéan
penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordipagjram dan penyusunan
rencana di bidang sistem pemberlakuan standar elaanganan pengaduan serta

pembinaan prasarana penerapan standar dan sistémafgamutu.

h. Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi.

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi mempunyai sugaelaksanakan
penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordipagjram dan penyusunan
rencana di bidang akreditasi dan sertifikasi bidargiem manajemen, produk,
lembaga pelatihan dan personel, dan sejenisnya lserasama dengan lembaga
yang terkait dengan kegiatan akreditasi dan deatfi baik secara bilateral,

regional dan internasional.

i. Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga lkspe

Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspelksmpunyai tugas

melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembiraardinasi program
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akreditasi laboratorium penguiji, akreditasi laboriaim kalibrasi dan akreditasi

lembaga inspeksi.

j. Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standasii

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakanbidang
perumusan standar, penelitian dan pengembangaa kerfjasama di bidang
standardisasi. Deputi Bidang Penelitian dan Kenes&tandardisasi membawahi
3 Pusat yaitu Pusat Perumusan Standar, Pusat tRenelan Pengembangan
Standardisasi, serta Pusat Kerjasama StandardRasat Perumusan Standar
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusarjaka pembinaan,
koordinasi program dan penyusunan rencana di bigemgembangan sistem
perumusan, perumusan dan evaluasi Standar Nasmmtalesia, serta menyusun
pedoman di bidang Metrologi teknik, standar daml@assi Uji dan Kualitas
(MSUK), dan pemberian tanggapan terhadap konsepatdaik secara bilateral,

regional maupun internasional.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisaspungai tugas
melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembk@@adinasi program dan
penyusunan rencana di bidang penelitian dan pergayan standardisasi dalam
aspek perumusan standar, penerapan standar, akredibformasi dan
pemasyarakatan standardisasi serta kerjasama simads dan kegiatan lain
yang terkait. Pusat Kerjasama Standardisasi menapuigas melaksanakan
penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordipasgram dan penyusunan

rencana di bidang notifikasi dan kerjasama tekmisdg@gangan, kelembagaan
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standardisasi dalam negeri maupun luar negeri kegetan lain sesuai dengan

lingkup kewenangannya.

k. Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasipungai tugas
melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembikaardinasi program dan
penyusunan rencana di bidang penelitian dan pergagaln standardisasi dalam
aspek perumusan standar, penerapan standar, akredinformasi dan
pemasyarakatan standardisasi serta kerjasama stmadg dan kegiatan lain

yang terkait.

|. Pusat Kerjasama Standardisasi.

Pusat Kerjasama Standardisasi mempunyai tugaksaelakan penyiapan
rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program maEnyusunan rencana di
bidang notifikasi dan kerjasama teknis perdagangalembagaan standardisasi
dalam negeri maupun luar negeri serta kegiatan $asuai dengan lingkup

kewenangannya.

m. Pusat Perumusan Standar.

Pusat Perumusan Standar mempunyai tugas melaksarsnyiapan
rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program mnyusunan rencana di
bidang pengembangan sistem perumusan, perumusanewkdnasi Standar

Nasional Indonesia, serta menyusun pedoman di pit¥eetrologi teknik, Standar
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dan evaluasi Uji dan Kualitas (MSUK) dan pembetearggapan terhadap konsep

standar baik secara bilateral, regional maupumriatgonal.

n. Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Starsdesid

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijalaidahg informasi
dan dokumentasi serta pendidikan dan pemasyaralsitartardisasi. Deputi
Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisesib@awahi 2 Pusat yaitu
Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan StandardisasPdsat Informasi dan
Dokumentasi Standardisasi. Pusat Informasi dan Dektasi Standardisasi
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusarjaka pembinaan,
koordinasi program dan penyusunan rencana di bidafgrmasi dan
dokumentasi standardisasi. Pusat Pendidikan dara$3amakatan Standardisasi
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusarjakabi pembinaan,
koordinasi program dan penyusunan rencana di bigangidikan dan pelatihan

serta pemasyarakatan di bidang standardisasi danga mutu.

0. Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi.

Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi meygdutugas
melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembikaardinasi program dan

penyusunan rencana di bidang informasi dan dokuasestiandardisasi.

p. Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisas
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Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisaspumyai tugas
melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembikaardinasi program dan
penyusunan rencana di bidang pendidikan dan pafagkerta pemasyarakatan di

bidang standardisasi dan jaminan mutu.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini untuk bertujuan agapedbdleh suatu
penulisan yang memenuhi syarat dan kreteria dgastiahir maka dibutuhkan
suatu data dan informasi yang aktual dan relevhagse landasan yang akan di
dapat dari suatu penelitian, maka mempergunakaelipan yuridis empiris,
untuk memenuhi hal tersebut maka penulis mengalabgkah-langkah dengan

menentukan beberapa hal dalam penulisan skripgaitu :

A. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empyeiu suatu telaah
yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah hidegara empiris yang
pada dasarnya bertumpu pada penelitian kritis deandalam terhadap keadaan
yang senyata-nyatanya terjadi. Maksudnya adalahelitiersuatu peraturan
perundang-undangan tersebut dalam lingkungan nastaHal ini dikarenakan
hukum dikonsepkan secara sosiologis sebagai su@aéfilagempiris yang dapat
diamati dalam kehidupdfi.

Untuk mendapatkan data tersebut penulis langsen@gangan menuju
objek penelitian yang diteliti untuk mendapatkatadaemier sebagai data utama
dan data skunder sebagai data pendukung. Sehiad@a genelitian ini metode
yang digunakan untuk mendeskripsikan dan mengangtisnerapan dari

perjanjianTechnical Barrier to Traddagi Indonesia dan juga hambatan dalam

46 Bambang Sugond/etode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hal 75
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penerapan perjanjian berserta upaya-upaya dalaranggualangi hambatan yang

timbul tersebut.

B. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Badan Standardisassibi@al sebuah instansi
pemerintah yang mengatur standardisasi dikarenadadak mendiskripsikan dan
menganalisis dari pengalaman dan kegiatan Badard&tisasi Nasional yang

berhubungan dengdrechnical Barrier to Trade

C. Jenisdan Sumber Data
1. Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat dua macam jenis glattu data primer dan
data sekunder.
a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsianig ldpangan.
b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data atau masukan-nmasekéar masalah
objek yang disoroti. Data skunder mendukung datmpr yang merupakan
pedoman dalam melanjutkan penelitian terhadap g@atmier yang ada di
lapangan.
2. Sumber Data

a. Data Primer
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Data primer diperoleh langsung dari pengalaman idéormasi dari

pegawai Badan Standarisai Nasional dan juga wawanbengan pihak-pihak

yang berhubungan dengan penerapgneement Technical Barrier to Tradg

Indonesia, selain itu juga dengan cara penjabaaanpgnelaahan langsung dari

asas, aturan hukum dan konvensi internasional erkgit dengan permasalahan

dalam penulisan ini dan yang mengikat, yaitu :

1.

2.

Agreement Tecnical Barrier to Trade.

UU No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement
Establishing Word Trade Organization. .

PP 102 Tahun 2000, Tentang Standarisasi Nasional.
Keputusan Presiden Republik Indonesia No.78 TaHoi 2
Tentang Komite Akreditasi Nasional.

UU No.8 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen.
Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan No.
753/MPP/Kep/11/2002 tentang standarisasi dan pessmaw

standarisasi nasional Indonesia.

b. Data Sekunder

Bahan Sekunder diperoleh dari dengan menggunatidain keepustakaan

atau literatur, penelusuran situs-situs tentdreghnical Barrier to Tradedi

internet, kliping koran, dan berkas-berkas pentiag institusi yang diteliti serta

penelusuran peraturan perundang-undangan darigarfamber.

c. Data Tersier.
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Bahan hukum tersier ini ialah bahan yang diperalah bahan-bahan
perkuliahan atau bahan-bahan penulisan yang mekabemetunjuk kepada
permasalahan penulisan ini, berupa :

1. Kamus hukum.
2. Kamus perdagangan internasional.

3. Kamus bahasa inggris

D. Teknik Memperoleh Data
Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengarac
1. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadaprggen perjanjian
Technical Barrier To Tradebagi Indonesia, dan hambatan dan upaya-upaya
penanggulangan dari penerapan perjanjlachnical Barrier To Tradebagi
Indonesia.
2. Wawancara

Peneliti dalam penelitian ini juga melakukan wavwaaacdengan cara

tanya jawab kepada pegawai Badan StandardisaiNgsi

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh derggaa:

Studi Kepustakaan dan Dokumentasi Peneliti melakukstudi
kepustakaan dan dokumentasi dengan menggunakanlitaxatur, artikel, jurnal
ilmiah, pendapat para ahli, serta dokumen lain yahgyan dengan penelitian ini

sehingga dapat digunakan sebagai pedoman pensksasi ini.
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E. Populas dan Sampel
1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objelgashe ciri yang
sama!’ Populasi yang digunakan adalah pegawai staf ahiiaB Standarisasi
Nasional yang berhubungan dengan objek dari magalahpenerapamechnical

Barrier to Tradebagi Indonesia.

2. Sampel

Teknik penentuan sempel dengan cara purpose samgpill cara
pengambilan responden yang dilakukan berdasarlatarla tertentu yang terkait
dengan permasalahan penelitfirSampel dalam penelitian ini adalah Badan
Standarisasi Nasional Dan yang menjadi respondeaah bapak Tengku
Hanafiah beliau adalah staf ahli Badan Standahkesional bagian kerjasama

Internasional.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian adalah teknik
Diskriptif Kualitatif, dengan cara mendiskripsikan data primer danskktander
hasil penelitian kemudian menarik kesimpulan sesiemgan permasalahan

penelitian.

4" Bambang Sugono, lbid, hal 42
“8 |bid, hal 42
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G. Definisi Oprasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman pengetédnistilah yang
dipergunakan, berikut ini kajian pustaka yang betefinisi-definisi oprasional
yang diajukan acuan atau pegangan dalam skripsi ini
a. Technical Barrier to Trade :

Hambatan yang bersifat teknis dalam perdagangeperts kualitas
produk, pengepakan, penandaan dan persyaratan kaamtdambatan ini dapat
menghambat perdagangan internasional dikarenakasygpatan teknis yang

berbeda-beda bagi setiap negara.

b. Agreement Technical Barrier to Trade :

Perjanjian yang dibuat WTO untuk menghilangkan Iaan teknis
perdagangan dengan harapan dapat diperoleh jataava peraturan-peraturan,
standar, prosedur pengujian dan sertifikasi, teakgsersyaratan kemasan dan
labeling, tidak akan menimbulkan hambatan-hambgtarg tidak perlu dalam

perdagangaff’

- Selayang Pandang ‘TBT’,
http://www.dephut.go.id/INFORMASI/SETJEN/PUSSTANA® _11101/V_I1101.com,(14 Desember 2007)
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BAB IV
PENERAPAN TECHNICAL BARRIER TO TRADE MENURUT

AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE DI INDONESIA

A. Penerapan Dari Technical Barrier To Trade menurut Agreement

Technical Barrier to Trade Di | ndonesia.

Indonesia sebagai salah satu anggota dari WTO,rgakndiratifikasinya
Agreement establishing the WT@elalui UU No. 7 Tahun 1994, wajib
melaksanakan semua perjanjian yang berada di bawahgan WTO. TBT
merupakan salah satu perjanjian yang berada dibaauamgan WTO. Oleh sebab
itu Indonesia wajib menaati perjanjian tersebut.
Perjanjian TBT mengatur tentang peraturan tekradzrt dan penilaian
kesesuaian yang dikenakan terhadap barang. Di dakamgka penerapan
perjanjian TBT, maka mengenai perdagangan baraaigirddalam perundang-
undangan. Peraturan indonesia yang berkaitan depgkksanaan perjanjian
TBT yaitu
1. Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahaeergnt
Establishing Word Trade Organization. .

2. Peraturan Pemerintah 102 Tahun 2000, Tentang Sthsdsi
Nasional.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.78 Talagi 2Tentang

Komite Akreditasi Nasional.

Y Wawancara dengan Tengku Hanafiah (staff ahli B&Naéama Internasional BSN) pada tanggal 7
maret 2008.
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4. Undang-Undang No.8 Tahun 1999, tentang perlindukgasumen.
5. Keputusan Menteri  Perindustrian dan Perdagangan No.
753/MPP/Kep/11/2002 tentang standarisasi dan pems@w

Standarisasi Nasional Indonesia.

1 Penerapan Standardisas di Indonesia.

Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapi@mgrapkan dan
merevisi standar yang dilaksanakan secara tertithde&kerjasama dengan semua
pihak(produsen, konsumen, regulator dan para mhtam bidang standart).

Penerapan Standart adalah kegiatan penggunaan aftaNasional
Indonesia(SNI) oleh pelaku usaha. Kegiatan penggun8NIl sangat erat

kaitannya dengan kegiatan pemberlakuan standaeglighsi, dan sertifikast.

a Peraturan Teknis dan Standar .

Peraturan Teknis yaitu dokumen spesifikasi tekrasgy menguraikan
tentang sifat produk atau proses dan metoda prodeKsait termasuk aturan
administratif penerapannya, yang pemenuhannyaféieveajib. Sedangkan yang
dimaksud dengan standar yaitu dokument spesifilelsiis mengenai aturan
pedoman atau sifat suatu produk atau proses damdeeproduksi yang
pemenuhannya bersifat sukarela, yang disetujuidile@iuarkan oleh badan yang
diakui untuk penggunaan umum yang berulang.

Di Indonesia yang mempunyai wewenang mengeluarkandar yaitu

Badan Standardisasi Nasional (BSN). Adapun penerafzandar Indonesia yaitu

51 Badan Standarisasi Nasiongilstim Standarisasi Nasional, Jakarta, 2001, hal 23.
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SNI. SNI disusun melalui proses perumusan Rancarg@mdar Nasional
Indonesia(RSNI) yang dilaksanakan oleh panitia issperumusan SNI yang
dilaksanakan oleh unit Standarisasi Pada instagignids yang bersangkutan
melalui konsensus dari semua pihak yang terkaitNIRftetapkan menjadi SNI
oleh Badan Standarisasi Nasional(BSN).

SNI pada dasarnya merupakan standar sukarela, ya&iherapannya
bersifat sukarela. SNI yang berkaitan dengan kepgant keselamatan,
keamanan, kesehatan, kelestarian fungsi lingkungiglnp atau atas dasar
pertimbangan tertentu dapat diberlakukan secard whh instansi teknis, yang
selanjutnya disebut SNI wajib. Standarisasi nasiali@ur dalamPeraturan
Pemerintah No.102 Tahun 2000.

Di Indonesia yang dimaksud dengan peraturan tekaigi SNI yang
diberlakukannya secara wajib. Peraturan teknisdiReluarkan oleh instansi
pemerintah yang terkait dengan hal yang diatur.lfeelakuan SNI secara wajib
diatur dalam pasal 1 ayatMeraturan Pemerintah No.102 Tahun 2000 yang
menyatakan bahwa, “pemberlakuan Standar Nasiodahksia adalah keputusan
pimpinan instansi teknis yang berwenang untuk melakgkan Standar Nasional
Indonesia secara wajib terhadap barang atau jasa”.

BerdasarkarK eputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI
No.753/M PP/11/2002 tentang Standarisasi dan pengawasan Standarigsisindl
Indonesia bahwa pemberlakuan SNI wajib yang diketapoleh menteri dapat

dilakukan untuk sebagian maupun keseluruhan desifégasi teknis.
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Pelaku usaha yang memproduksi barang dan ataygagaSNI nya telah
diberlakukan secara wajib harus memenuhi persyargtatu pelaku wajib
memiliki sertifikat produk pengguna tanda SNI yagiterbitkan oleh lembaga
Sertifikasi Produk. Pemberian Sertifikat produk gguna tanda SNI dapat
diberikan kepada pelaku usaha apabila telah mekemagistem menejem mutu,
barang atau jasa yang dihasilkan telah memenuhsygetan SNI yang
diberlakukan secara wajib, yang dibuktikan dengamtifikat Hasil Uji dari
Labolatrium Penguji atau Laporan Inspeksi dari Lagw Inspeksi TekniE.
Sertifikat Produk pengguna tanda SNI hanya berlakiuk jangka waktu tiga
tahun>®

Pelaku usaha yang telah mendapatkan SertifikatuRrB&ngguna Tanda
SNI berhak mempublikasikan serta wajib membubuhiaaca SNI pada setiap
barang, kemasan dan setiap hasil produksinya. khiumrang yang tidak
memungkinkan untuk dicantumkan tanda SNI diganthgde kewajiban
melampirkan copy Sertifikat Produk Pengguna Tarda S

Terhadap suatu barang dan atau jasa yang telaHadtibean SNI wajib,
pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengad@arang dan atau jasa,
yang tidak memenubhi atau tidak sesuai dengan Shih.wa

Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
pasal8 mengakatakan bahwa pelaku usaha dilarangk unémproduksi atau
memperdagangkan barang yang tidak memenuhi ataki $Esuai dengan standar

yang digunakan.

52 |bid, hal 42.

*% |bid.
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Sebaiknya peraturan teknis yang berisi tentangaatyang mewajibkan
untuk suatu produk tertentu untuk memakai stanel@eritu yang telah ada. Hal
ini disebabkan pengadopsian SNI menjadi regul&siigelebih mudah diterima
oleh pelaku pasar karena SNI dirumuskan bersanteStéke Holdeprodusen,
konsumen, regulator, dan para pakar) dan prosesmpean SNI melalui
sejumlah tahap untuk memfasilitasi optimasi anfa@adekatan kepakaran dan
pendekatan konsesus. Selain itu SNI didukung sigtenilaian kesesuaian yang
sesuai dengan standar praktek internasional dah teendapatkan pengakuan
multilateral melalui sejumlah forum akreditasi i@gl dan internasional. Namun
peraturan teknis ada juga yang berisi tentang figeesi tertentu terhadap suatu
produk, jadi peraturan tersebut mengatur secagdl dettang suatu produk. Hal ini
disebabkan belum ada pengaturan dirasakan sartiat‘pe

Untuk memberlakukan SNI wajib harus memenuhi sysyatat tertentu
yaitu 2°

1. Harus ditetapkan oleh instansi pemerintah yang tiemi
kewenangan meregulasi kegiatan atau meregulasidgrare
barang pasar.

2. Harus memiliki tujuan yang dapat dimengerti oleimga pihak.

3. Tidak bersifat diskriminatif.

4. Dinotifikasikan ke WTO khususnya apabila berpotensi

menimbulkan hambatan perdagangan.

**Wawancara dengan Tengku Hanafiah (staff ahli B&Naéama Internasional BSN) pada tanggal 7
maret 2008.

% Badan Standarisasi Nasion@émberlakuan SNI Wajib, makalah disajikan dalam seminar Standarisai
dan pengawasan mutu, Hotel Peninsula, Jakartaat®t 2004, hal 10



66

5. Antara penetapan dan pemberlakuan harus diberéaggang
waktu yang cukup untuk mempersiapkan mekanismegmi
kesesuaian/pengawasan pra-pasar dan pengawasanppask,
serta memberikan kesempatan bagi produsen/pemasok
mempersiapkan diri.

Adapun SNI wajib yang berlaku saat ini ada 211.tams yang
menetapkan SNI wajib tersebut yaitu Departemen dgingan Sumber Daya
Mineral sebanyak 18, Departemen Pertanian sebafdk dan Departemen
Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 72.

Tujuan dari pemberlakuan SNI wajib yaitu :

1. Memperlancar arus perdagangan.

2. Memberikan perlindungan bagi konsumen, pelaku ysatasyarakat
dalam aspek kesehatan, keselamatan dan keamanarpskstarian
lingkungan hidup.

3. Mengefesienkan industri dalam negeri sehingga putgga saing
yang kuat dipasar dalam negeri maupun dalam pasanégeri.

4. Menciptakan persaingan usaha yang sehat, trangparesmacu
kemampuan inovasi, serta meningkatkan kepastidmausa

Agar tercapainya tujuan dari pemberlakuan SNI wafliberlakukan
pengawasan terhadap SNI wajib, diperlukan pengawtsaadap keberlakuan
tersebut berdasarkdteputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI

No. 753/MPP/Kep/11/2002 tentang Standarisasi dan Pengawasan Standarisasi

6 Wawancara dengan Tengku Hanafiah (staff ahli B&Naéama Internasional BSN) pada tanggal 7
maret 2008.
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Nasional Indonesia, kegiatan pengawasan terhad&pv&ith meliputi barang di
pabrik, pengawasan barang impor dan pengawasangygaag beredar di pasar.

Pengawasan barang dipabrik, baik dalam negeri nmaudpar negeri
dilakukan melalui penilaian sistim menejemen mutwn d pengujian
barang/inspeksi oleh lembaga Sertifikasi yang nigtkan Sertifikat Produk
Pengguna Tanda SNI.

Pengawasan SNI wajib untuk barang impor dilakukamgdn cara
mewajibkan barang impor yang akan masuk kepabea@onésia dan sudah
memiliki Sertifikat Pengguna Tanda SNI atau sdwifikesesuaian mutu untuk
didaftarkan terlebih dahulu oleh importir kepadaeRiorat Jenderal Perdagangan
Luar Negeri untuk mendapatkan Surat Pendaftaraar@arimportir yang tidak
mempunyai surat pendaftaran barang, dilarang mewadbarangnya ke daerah
Pabean Indonesia.

Pelaksanaan SNI wajib masih belum dilakukan deniaik, hal ini
terbukti dengan masih banyaknya produk-produk yihgk memenuhi standar
masuk ke Indonesia. Hal ini disebabkan selain pgagan yang kurang baik,
tetapi juga dikarenakan masih kurangnya persepssyanakat akan arti
pentingnya standar dan penilaian kesesuaian, ngaigiingga saat ini kesadaran
masyarakat dalam memproduksi dan atau mengkomswati produk belumlah
di dasarkan berdasarkan pengetahuan standar dan praduknya melainkan
masih di dasarkan pertimbangan harga. Rendahnygkatin pemahaman
masyarakat terhadap standar dapat dilihat dari dkaoya produk-produk luar

negeri yang dikomsumsi masyarakat yang tidak sedeagan standar dan
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rendahnya kesadaran produsen dalam menerapkanastashingga produk-

produk dibawah standar tetap laku di p&ar.

b Prosedur Penilaian K esesuaian.

Prosedur penilaian kesesuaian adalah setiap kegj@ng berhubungan
dengan penilaian baik secara langsung maupun lagsung terhadap produk,
jasa atau proses yang menyatakan bahwa persyaetsadap standar atau
spesifikasi terkait telah dipenuti.

Kegiatan penilaian kesesuaian terkait dengan pemgdan pemeriksaan,
sertifikasi dan sistem registrasi mutu, pernyatkasesuaian oleh pemasok,
arkreditasi. Akreditasi merupakan rangkaian kegigt@ngakuan formal yang
menjamin bahwa suatu lembaga sertifikasi, lembagayyi dan inspeksi telah
melakukan kegiatan sertifikasi serta memberi jamirsdas kebenaran hasil
pengukuran pengujian.

Sertifikasi merupakan rangkaian kegiatan penerbgertifikat terhadap
barang, jasa, sisitem yang bertujuan memberikanngmtertulis dari lembaga
sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium kntoenyatakan bahwa suatu
barang, jasa, dan sistem telah memenuhi standgrdiparsyaratkan.

Di Indonesia badan yang berwenang dalam memberdédaeditasi
lembaga-lembaga yang melakukan penilaian kesesyaitin komite Akreditasi
Nasional(KAN). KAN adalah lembaga non strukturahgeberada dibawah dan

bertanggung jawab kepada presiden, yang mempurygast menetapkan

" BSN, Penerapan Standar Nasional Indonesia, http://www.bsn.or.id/profil/penerapan.cim (5 mar

2008)

%8 Badan Standarisasi Nasional, op., cit., hal 23.
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akreditasi dan memeberikan pertimbangan dan sa&a @Sk dalam menetapkan
sistem akreditasi dan sertifikasi. KAN dibentukdsesarkarK eputusan Presiden
No.78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional. KAN mempunyai
wewenang untuk memberikan akreditasi kepada lemisagtifikasi, lembaga
inspeksi dan laboratorium yang berlokasi di Indamesaupun di luar negeri.
Pelaksanaan akreditasi kepada lembaga sertifikesnbaga inspeksi dan
laboratorium di luar negeri dilakukan dengan caaing pengakuanMutual
Recognition Agreementterhadap sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga
tersebut.

Mutual Recognition Agreemen{MRA) sangat diperlukan dalam
pelaksanaan standarisasi. MRA dilakukan dalam hatode pengujian dan
pengeluaran sertifikat penilaian kesesuaian. Pengujan pemeriksaan produk
terhadap barang yang dilakukan pleh pihak yang &eswg di negara pengimpor
dalam rangka kesesuaian produk dengan standarbgtaku di negara tersebut
menimbulkan kesulitan terhadap pemasok asing. Riatlisebabkan pemasok
asing harus mengeluarkan biaya untuk mengirim ¢obé&wang ke negara impor.

Untuk mengurangi kerugian yang dialami pemasokgasialam rangka
pengujian dan pemeriksaan produk, maka dalam pemnamBT mengharuskan
negara anggota untuk menerima hasil penelitianskesan yang dibawa dari
negara yang mengekspor suatu produk. Dalam pemadBT disarankan agar
antar negara anggota membuat MRA mengenai penkaisgsuaian.

Terdapat kesulitan yang dihadapi Indonesia sebaggara berkembang

dalam melaksanakan prosedur penilaiaian kesesyaiéim prosedur penilaian
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kesesuaian membutuhkan dana yang cukup banyak, ngaya dana
mengakibatkan badan yang melakukan prosedur pamitelak banyak atau tidak
ada di negara berkembang. Hal ini membuat prodasemegara berkembang
harus melakukan prosedur penilaian kesesuaiand@ph@roduknya di luar negeri
dan membuat biaya produksi menjadi naik. Meskiglaht ada lembaga yang
melakukan prosedur penilaian kesesuaian, namurk tatk jaminan bahwa
sertifikat yang telah dikeluarkan oleh lembagaebus diterima di negara tujuan
ekspor?

Kesepakatan mengenai saling pengakuan penilaiseskaeian ada dua
macam Yyaitu yang bersifat multilateral di sebut gggnMutual Recognition
Arrangement dan bersifat bilateral disebut dengaMutual Recognition
Agreement.

Indonesia telah melakukan penandatangandemorandum  of
Understanding(MoU) dan MRA dengan Filipina pada tanggal 14 Nuber
2005 di Manila. MoU tersebut ditanda tangani antBSN denganBereau
Product of Standart(BPS) Filipina, sedangkan MRA ditanda tangani d{&N
dan BPS? Penandatanganan MoU mencakup bidang standarmeasiditasi,
sertifikasi. Informasi teknis dan pelatiahan. MRé&rsebut mempelancar arus
perdagangan dalam bentuk pengakuan sertifikat bisylang diterbitkan oleh
lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi olebmite Akreditasi Nasional

(KAN) melalui penilaian dilapangan.

%9 Tom Rotherham,mplementing Environmental, Health and Safety Standart and Technical
Regulation, 2003, http://www.wto.org/English/forums e/ngo edef tbt.pdf,(10 Maret 2008)
¢ Badan Standarisasi Nasional, op, cit , hal 50
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¢ Tindakan dan Penerapan Prinsip-Prinsip Perjanjian Technical
Barrier to Trade di Indonesia.

a. Tindakan

Indonesia telah menerapkan tindakan-tindakan yaeguai dengan
prinsip-prinsip yang tekandung dalam perjanjian Ty@iftu®*
1. Prinsip Non Diskriminasi.

Dalam perjanjian TBT berlaku prinsip non diskrimenadimana produk
yang diimpor dari wilayah setiap anggota harus rikhe perlakuan yang tidak
kurang menguntungkan dibanding perlakuan yang i#téoer kepada produk
nasional serupa dan produk serupa yang berasahégara lain. Hal ini diatur
dalam pasal 2.1 Perjanjian TBT.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No0.102 Tahun 2000 tetang
Standarisasi Nasional disebutkan mengenai kewajilzain pelaku usaha dalam
kaitannya dengan standarisasi. Pelaku usaha ddtarargebut yaitu setiap orang
dan badan usaha yang berbentuk badan hukum maigak didirikan atau
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam berleédmng ekonomi. Hal ini
berarti aturan yang ada Beraturan Pemerintah No.102 Tahun 2000 berlaku
untuk pelaku usaha dalam negeri maupun luar nedgelain itu dalam
K eputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan No.
753/M PP/K ep/11/2002 dikatakan bahwa SNI wajib diberlakukan pada produk
maupun jasa dari dalam negeri maupun luar negengBn demikian peraturan

teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuagmy ydikeluarkan oleh

1 wawancara dengan Tengku Hanafiah (staff ahli B&Naéama Internasional BSN) pada tanggal 7
maret 2008.
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pemerintah Indonesia berlaku untuk produk serupagyblerasal dari dalam
maupun luar negeri.
2. Transparansi

Berdasarkan pasal 2.9 Perjanjian TBT, transpanmaesupakan hal yang
penting. Transparansi berarti bahwa setiap negaggata ketika membuat atau
menerapkan suatu peraturan teknis, standar maugnitaipn kesesuaian harus
diumumkan dan memberikan kesempatan kepada pulbiikkumemberikan
tanggapan terhadap peraturan teknis, standar amedur penilaian kesesuaian
yang dikeluarkan.

Agar terlaksananya prinsip transparansi dalam palskan perjanjian
TBT dibutuhkanEnquiry Point/ Notification BodyDi Indonesia, berdasarkan
Keputusan Presiden Nomer 166 Tahun 2000 TentangudCé@n, fungsi,
kewenangan, sasaran organisasi dan tata kerja d@mipemerintah non
departemen, Badan Standarisasi Nasional mempungas tmembantu presiden
dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidangaiaasi nasional. Hal ini
berarti BSN mempunyai fungsi sebagaiquiry Point/ Notification Bodwadalah
Badan Standarisasi Nasional.

Berdasarkan perjanjian TBT dikatakan bahwa suatatyean teknis wajib
dinotifikasikan jika tidak mengacu pada standarenmasional dan apabila
dirasakan akan memperngaruhi perdagangan intenahsioBerdasarkan
Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan No.
753/M PP/K ep/11/2002 pasal 7 diatur bahwa setiap rancangan keputusaternen

yang memberlakukan SNI wajib harus dinotifikasikateh BSN kepada
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sekertariat WTO. Kebijakan ini sedikit berbeda dengyang diatur dalam

perjanjian TBT, hal ini dikarenakan penilaian tethp apakah suatu peraturan
teknis, standar maupun prosedur penilaian kesesudégat memperngaruhi

perdagangan internasional sangatlah subjektif, dgkimkan hal tersebut bagi

suatu negara tidak memperngaruhi perdagangan ndinma&gara lain mempunyai

dampak yang besar.

3. Harmonisasi

Berdasarkan perjanjian TBT pasal 2.4 sampai 2®ex3(F) sampai (G)
Code of Good Practicdan pasal 5.4 dan 5.5 mengatur peraturan tekaisgar
dan prosedur penilaian kesesuaian yang dikeluadteh suatu negara harus
harmonis dengan standar internasional. Indonesiajati&an standar yang
dikeluarkan oleh International Organization of Standardization(ISO),
International Electrical CommissioIEC) dan Codex Alimentarius sebagai
acuan dalam membuat peraturan atau kebijakan dipistandarisasi, yang dibuat
seharusnya mangacu pada standar internasional.

Salah satu usaha Indonesia untuk mengharmonisastardar yaitu
Indonesia sebagai salah satu anggota dari ASEANt ikdalam
mengharmonisasikan standar yang ada di ASEA®MEEAN Consultative
Committe on Standard and QualiffACCSQ) telah mencanangkan program
harmonisasi standar. Program ini bertujuan untukny®@raskan standar
internasional masing-masing negara dengan stantEnasional dalam bentuk
adopsi baik secara penuh atupun identik. Dari gatag dikumpulkan dalam

program harmonisasi standard di ASEAN, Indonedahtberhasil menyelsaikan
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hampir keseluruhan 59 standar dari 20 produk paieryang meliputi bidang
elektronika, kelistrikan, telekomunikasi dan kesah&’
4. Menggunakan Standar Internasonal yang Relevan.

Berdasarkan Perjanjian TBT pasal 2.4 menyatakamw®aipabila suatu
peraturan teknis dibutuhkan dalam suatu perdagarggatangkan standar
internasional yang relevan sudah ada, anggota maemggunakan bagian yang
relevan darinya sebagai suatu dasar untuk perateikarsnya kecuali jika standar
internasional yang dimaksud atau bagian yang relaainya akan menjadi
sarana yang tidak efektif atau tidak sesuai untekngnuhan tujuan sah yang
dicapai, misalnya karena faktor iklim yang mendaatau faktor geografis yang

mendasar atau masalah teknologi yang mendasar.

b. Penerapan

Mengenai penerapan prinsip-prinsip yang ada dalemafjian TBT di
Indonesia dapat dilihat dalam beberapa kasus yamguhantara lain’?
1. Pemberlakuan SNI wajib di bidang listrik.

SNI wajib dibidang listrik diberlakukan dengan aas peningkatan
terhadap perlindungan konsumen dan untuk keselamdétam penggunaan
peralatan listrik di lingkungan rumah tangga sgat@inan mutu terhadap alat

listrik yang digunakan. Pemberlakuan SNI wajib diiakukan oleh Direktorat

2 ASEAN Conformity Mark Tentangan Baru Dalam | mplementasi Pasar Tunggal ASEAN di tahun
2015, Warta Standarisasi Vol.32 No.3, 2002, hal 4.

6 Technical Barrier to Trade Agreement 2.4

 Wawancara dengan Tengku Hanafiah (staff ahli B&Naéama Internasional BSN) pada tanggal 7
maret 2008.
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Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemeerdgt dan Sumberdaya
Mineral. Terdapat 8 SNI yang diwajibkan, 7 diantse telah mengacu kepada
International Electrical CommissiofIEC), dan yang satu lagi tidak mengacu
kepada standar IE€.

Pada pemberlakuan SNI wajib ini, standar yang dip&dah mengacu
pada standar internasional. Hal ini sesuai dengdath ssatu prinsip perjanjian
TBT yaitu mengharmonisasikan standar nasional derggandar internasional
dalam hal ini IEC.

Menurut analisa penulis ketentuan yang relevan padas ini yaitu hak
negara untuk melakukan perlindungan serta pringpmbnisasi. Kebijakan
Indonesia untuk membuat standar kelistrikan dimdkao untuk melakukan
perlindungan terhadap konsumen. Hal ini sesuai aerigjuan dari perjanjian
TBT yang terdapat dalam pembukuan perjanjian TB€&mifuatan standar
dilakukan untuk melindungi kehidupan manusia.

Kebijakan ini juga sesuai dengan prisip harmonigzassal 2.4-2.6) karena
dibuat dengan mengacu pada standar telah dibulatlBlé sebagai salah satu

organisasi internasional standar yang bergerakialig elektronik.

2. Pemberlakuan SNI wajib terigu.
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Peringdustr dan
Perdagangan No0.153/MPP/Kep/5/2001 dan No0.323/MRIPINE£001, tepung

terigu yang diproduksi di Indonesia dan diimporlkdonesia harus memenuhi

% International Electrical CommissioRemberlakuan SNI Wajib di Bidang Listrik,Warta Standarisasi,
Vol 29 No.3, 2003, hal 9.
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ketentuan SNI Waijib tepung, dimana mewajibkan tgpaebagai bahan makanan
wajib di fortifikasi. Fortifikasi adalah upaya megkatkan mutu gizi makanan
dengan menambahkan zat gizi tertentu pada makafearg pada dasarnya zat
gizi tersebut tidak terdapat dalam makanarfituSyarat fortifikasi SNI tepung
terigu adalah kandungan zat besi (Fe), seng (Zé&n¥h Bl, Vitamin B2, dan
asam folat dengan ukuran tertentu.

Fortifikasi ini sangat dibutuhkan bagi Indonesiagkea hampir lima puluh
persen penduduk Indonesia pada tahun 2000 mendadenpir lima puluh persen
penduduk Indonesia pada tahun 2000 mengalami keganazat besi. Selain itu
tercatat sekitar dua puluh persen terjadi kemabanmelahirkan akibat kurang
zat besi. Direktur Direktorat Gizi Masyarakat DitjeBinkesmas Departemen
Kesehatan dr. Rachmi Untoro mengemukakan, forsfikdnususnya fortifikasi
wajib merupakan program gizi yang sangat diperlukatuk menolong penduduk
miskin memenuhi kebutuhan gizi mikro. “ Dampak myakibat kurangnya zat
besi itu, Indonesia kini tercatat sebagai negang yadeks Sumber Daya Manusia
pada tahun 2003 hanya 112 atau lebih rendah dibgmdigara lain di asia”, kata
beliau puld’

Adapun pemilihan produk terigu sebagai sarana umtekingkatkan gizi
masyarakat Indonesia dikarenakan sebagian besdugek Indonesia memakan

mie instan dimana bahan dasar dari mie tersebiut §ggpung trigu.

®Administrator Fortifikasi Indonesi&@engertian Fortifikasi,
http://www.fortifikasiindonesia.net/content/view/BL ,(25 Maret 2008)
®’Kompas,Fortifikasi Tepung Trigu harus Dipertahankan,
http://www.kompas.co.id/utama/news/0309/27/151924, (27 Maret 2008)
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Menurut analisa penulis, kebijakan pemerintah Iedtn untuk
mengeluarkan peraturan teknis yaitu pemberlakuah &jib terhadap terigu
merupakan tindakan yang diperbolehkan berdasardarbpkaan perjanjian TBT.
Sebagai negara yang berdaulat Indonesia mempumkahdk untuk membuat
standar-standar kelayakan tertentu untuk melindkegehatan manusia. Dalam
hal ini untuk meningkatkan kualitas sumber dayaunséan

Selain itu kebijakan pengeluaran standar wajib aap tepung terigu
yang berbeda dengan standar internasional jugabdieékan berdasarkan pasal
2.4 yaitu jika standar internasional yang releviglak dapat memenuhi tujuan
yang sah. Adapun tujuan yang sah dalam perjanjiih diatur dalam pasal 2.2,
yaitu persyaratan keamanan nasional, kesehatan kdaelamatan manusia,
kesehatan dan keselamatan hewan dan tumbuhan. Wd&guan dari
diberlakukannya standar wajib terhadap tepung uegigitu untuk kesehatan
manusia, untuk meningkatkan gizi masyarakat Indanes

Diberlakukannya standar wajib terhadap tepunguetetah dinotifikasi ke
sekertariat WTO pada tahun 2000. dengan dinotifiyas peraturan tersebut
maka kebijakan tersebut memenuhi Pejanjian TBT Ipa€adimana peraturan

teknis yang berbeda dengan standar internasionas kdanotifikasi.

2 Badan Standardisasi Nasional Sebagai Enquiry Point.
Kegiatan standarisasi di Indonesia dilaksanakah smuaStakeholder
yaitu pemerintah, pelaku usaha, konsumen, maupum kaofesional(ilmuwan)

yang dikoordinasikan oleh Badan Standarisasi Nasi(@SN).
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BSN bertugas membantu presiden dalam melaksanakagas t
pemerintahan di bidang standarisasi nasional, udapat melaksanakan tugas
tersebut BSN mampunyai fungse:

a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dingicstandardisasi
nasional.

b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanagastSN.

c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instasierintah di bidang
standardisasi nasional.

d. penyelenggaraan kegiatan kerjasama dalam negernintizmnasional di
bidang standardisasi.

e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasm di
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, orgadeadata laksana,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persanpe&ftengkapan
dan rumah tangga.

Pemberlakuan SNI wajib dilakukan oleh instansi iekdilaksanakan
berdasarkan keputusan pimpinan instansi teknisuisgn pemberlakuan SNI
wajib tersebut harus dinotifikasikan oleh badarnfikaisi kepada sekertariat WTO
dan TBT, sejak rancangan keuputusan. Penunjukaanbadtifikasi ditetapkan
oleh pemerintah dan bertugas untuk memberitahulgpada WTO tentang
rancangan peraturan teknis yang berkaitan dengandatisasi termasuk
pemberlakuan SNI wajib.

Berkaitan dengan kegiatan perjanjian WTO tentand, THESN merupakan

badan yang berfungsi sebagslbtification Body atau Enquiry Body, yang

8 BSN, Penerapan Standar Nasional | ndonesia, http://www.bsn.or.id/ (5 maret 2008)
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mempunyai tugas menotifikasikan rancangan peratte&inis yang berkaitan
dengan standarisasi termasuk pemberlakuan SNI vagib menjawab semua
pertanyaan yang datang dari luar negeri yang derkaiengan peraturan teknis,
standar dan prosedur penilaian kesesuaian sertagyusemakan penyelsaian
masalah yang mungkin timbul, dengan berkerjasamgateunti standarisasi dari
instansi terkait.

Adapun aktifitas BSN sebagadiotification BodyEnquiry Body dalam
notifikasi keluar maupun kedalam yaitt?:

a. Notifikasi Keluar

1. Mengumumkan akan diberlakunya suatu peraturan.

2. Menganalisa rancangan peraturan teknis yang akan
dinotifikasi.

3. Mengkoordinasikan persiapan notifikasi dan kelepgka
dokumen.

4. Mengkomplikasi dokumen yang akan dinotifikasi.

5. Menotifikasikan rancangan peraturan.

6. Menjawab Tanggapan dari anggota WTO terhadap rgacan
peraturan yang sedang dinotifikasikan dengan bedkoasi ke
instansi teknis.

b. Notifikasi Masuk

1. Melakukan pemantauan terhadap notifikasi yang masuk

9 Wawancara dengan Tengku Hanafiah (staff ahli B&Naéama Internasional BSN) pada tanggal 7
maret 2008.
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2. Mengelompokan notifikasi yang masuk berdasarkamnaeya
atau subjeknya.

3. Menelaah perlu atau tidaknya untuk memberikan kdanen
terhadap notifikasi yang masuk tersebut.

4. Mendistribusikan notifikasi yang masuk ke instaeskait.

5. Mengundang dan melaksanakan koordinasi rapat peasaah
notifikasi yang masuk.

6. Mengirim tanggapan terhadap notifikasi yang masuk.

7. Melakukan admintrasi terhadap dokumen-dokumen ikasif

masuk.

B. Hambatan dan Upaya Penanggulangan Setelah Penerapan Perjanjian
Technical Barrier To Trade di Indonesia.

Indonesia merupakan negara berkembang sehinggaalbangngalami
kesulitan dalam menerapkan Perjanjian TBT. Banyaknbatan maupun
permasalahan yang harus dihadapi agar dapat m&aarpprjanjian TBT dengan
benar. Selain dengan banyaknya permasalahan ydvaglagi oleh Indonesia
dalam penerapan perjanjian TBT ini pemerintah Iedtnjuga melakukan upaya-
upaya dalam mengatasi hambatan yang timbul sepelaérapan perjanjian TBT
bagi Indonesia. Untuk lebih jelasnya akan dijelaslabih terperinci dalam sub-

bab selanjutnya.
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1 Hambatan-hambatan Yang muncul setelah Penerapan Perjanjian

Technical Barrier To Tradedi Indonesia

Penerapan Perjanjian TBT tidak mudah dilakukanarederkembang
mengalami kesulitan dalam menerapkan perjanjian TBIT Hal tersebut
dikarenakan di negara berkembang infrastruktur y@erging untuk membangun
atau menerapkan standar, prosedur penilaian keaesdan peraturan teknis
masih kurang atau bahkan belum &4adapun hambatan dan permasalahan yang
dihadapi yaitu’*

1. Sisitim sertifikasi produk yang sukar diterapkaeloprodusen yang
terkait, disebabkan infrasturktur yang tidak menmasigperti tidak
adanya laboratrium uji yang baik. Pengertian dartifikasi produk
adalah kegiatan pemastian produk tertentu oleh dgalstratifikasi
produk melalui evaluasi kesesuaian produk terhadapdar tertentu.
Di dalam kegiatan untuk memastikan sebuah prodyerhikan
sebuah laboratrium uji yang canggih dan mengiketikembangan
jaman dikarenakan untuk menguji segala bentuk mabamnang.
apakah barang itu telah memenuhi standar apa behemenuhi
standar. Laboratrium uji yang dimiliki oleh Indoredlinilai masih
kurang baik dikarenakan untuk memenuhi laboratriynyang baik,
dipelukan alat-alat penelitian yang canggih, seitairjuga diperlukan

tenaga-tenaga yang ahli dibidangnya, untuk memealahipenelitian

0 United Nation Standart and Regulation in I nternational Trade, Geneva, 1998, hal 14.
"M wawancara dengan Tengku Hanafiah (staff ahli B&Naéama Internasional BSN) pada tanggal 7
maret 2008.
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dan tenaga ahli di bidangnya tersebut diperlukamatal yang sangat
banyak. Sehingga dapat menyebabkawst produksi meningkat
sehingga produsen meningkatkan harga dari prodsklat sehingga
dapat membuat tidak laku dibeli oleh konsumen dikakan harga
yang mahal.

2. Kurangnya kesadaran dari produsen untuk mengSNpkastuksinya,
ini banyak disebabkan takutnya produsen akan sggala biyaya
yang akan dikeluarkan dalam pengurusan SNI dan jogayak
disebabkan kurangnya sosialisasi pentingnya SNsatiap daerah
yang ada di Indonesia. Selain dari produsen, kumgagkesadaran
konsumen pun masih saja membeli produk-produk yiaiadx berSNI
sehingga dapat membahayakan hidupnya, hal ini Badigebabkan
dari kemampuan membeli barang yang masi rendahbdagaknya
masyarakat miskin sehingga mengkomsumsi barang \iadak
berSNI.

3. Pengawasan terhadap penerapan SNI wajib masihdurahini dapat
dilihat dengan masih banyaknya produk-produk yangsuk ke
Indonesia namun tidak memenuhi standar wajib yaetaht
dikeluarkan. Hal ini terbukti dengan meluasnya @aran tepung
terigu impor di dalam negeri yang tidak memenufain8ar Nasional

Indonesid?

"’Sinar HarapariTerigu Tanpa SNI Masih Banyak Beredar di Pasar,
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0404/26/ekb@8l ,(24 Maret 2008)
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Masalah-masalah yang timbul dalam penerapan SMidtinesia seperti
masalah tepung terigu, selain disebabkan oleh measgm yang lemah juga
penegakan ketentuan yang belum maksimal karena dkakukan belakangan,
padahal ketentuan SNI wajib produk tepung teriglahtelama ditetapkan.
Akibatnya dapat merugikan produsen tepung teriguional dan juga masyarakat
yang tidak tahu, yang mengonsumsi terigu tanpat&isébut.

Untuk menanggulangi masalah tepung terigu imporgyigal penulis
berpendapat pemerintah harus melakukan sweepiray patik menyita produk-
produk ilegal tersebut., dan juga menangkap petaigebut dan di beri hukuman
yang setimpal. Langkah tersebut dimaksudkan unteknberi efek jera bagi
pelaku perdagangan. Selain itu juga Produsen teagional perlu meningkatkan
kompetensinya, agar meningkatkan konsumen terig@raesubstansial baik

industri maupun ritel

2 Upaya-upaya Penanggulangan Hambatan Yang Muncul Setelah
Penerapan Perjanjian Technical Barrier To Tradedi Indonesia
Banyaknya hambatan yang terjadi di Indonesia sebaggara yang
berkembang dalam penerapan Perjanjian TBT lebikifaeiteknis, seperti tidak
memadahinya labolatrium uji, dan infrastruktur ygremting untuk membangun
atau menerapkan standar, prosedur penilaian keaesdan peraturan teknis
masih kurang atau bahkan belum &t@leh sebab itu dalam perjanjian TBT

meminta agar negara yang lebih maju untuk membderigan cara memberikan

8 Wawancara dengan Tengku Hanafiah (staff ahli B&asama Internasional BSN) pada tanggal 7
maret 2008.
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bantuan teknis mengenai semua hal yang diatur dapknanjian TBT kepada
negara yang berkembang. Selain itu dalam keadatEmtie negara berkembang

juga mendapatkan perlakuan khusbpdsial and Differential Treatment

a Bantuan Teknis

Bantuan teknis merupakan bantuan tenaga ahli yéegilkhn oleh negara
anggota lain. Bantuan teknis pada perjanjian TBatudidalam pasal 11. Pada
umumnya negara yang mendapat bantuan teknis memipalkgara yang
berkembang. Adapun bantuan teknis yang diberikamplaé*

1. Memberikan nasehat kepada negara anggota lainateautnegara
berkembang untuk menyiapkan peraturan teknis.

2. Memberikan bantuan teknis, berkenaan dengan peokzntbadan
standarisasi nasional.

3. Mempersiapkan badan pembuat peraturan dalam wilggalintuk
memberikan saran kepada negara anggota lain, neautaegara
berkembang.

4. Memberikan bantuan teknis, berkenaan dengan peuokzntbadan
penilaian kesesuaian terhadap standar yang disatagélam wilayah
anggota yang diberikan bantuan teknis.

5. Memberikan bantuan teknis, berkenaan dengan lang&ag harus
diambil produsen negara yang meminta bantuan daknmendapat

akses dalam sistem penilaian kesesuaian yang dgnnaleh

" Technical Barrier to Trade Agreement, Pasal 11
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pemerintah atau badan non pemerintah di wilayahg@agyang
menerima permintaan tersebut.

6. Negara anggota yang menjadi anggota atau partisii@ain sistim
penilaian kesesuaian internasional atau regionahlmeeikan bantuan
teknis, berkenaan dengan pembentukan lembaga atangka kerja
legal yang memungkinkan bagi negara anggota yamgimiz bantuan
untuk memenuhi kewajiban keanggotaan atau persa daiam sistem
tersebut.

7. Anggota harus, apabila diminta mendorong badan yengda dalam
wilayah mereka yang menjadi anggota atau partisgEtem penilaian
kesesuaian internasional atau regional untuk mekaresaran kepada
anggota lain terutama negara berkembang berkenaamgad
pembentukan lembaga yang akan memungkinkan badanreggevan
dalam wilayah mereka untuk memenuhi kewajiban kgatzgn atau
peran serta.

Meskipun telah diatur tentang bantuan teknis umtagara berkembang
dalam perjanjian TBT, namun pemanfaatannya mastanky karena masih
sedikit negara berkembang yang meminta bantuaist&kmegara majC.

Menyadari kesulitan yang dialami negara berkembamigk memenuhi
aturan WTO Agreement khususnya Perjanjian TBT, Jepang bersedia untuk
membantu anggotAsia Pasific Economy CooperatigAPEC) melalui program

APEC Capacity Building on TBT-WTO Agreemesetelah mendapat persetujuan

S wawancara dengan Tengku Hanafiah (staff ahli B&Naéama Internasional BSN) pada tanggal 7
maret 2008.
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dari oraganiasai APEC. Indonesia sebagai salamsagiara yang berkembang dan
merupakan anggota APEC, mendapat kesempatan mdeaipdrantuan teknis
tersebut. Adapun programnya meliputi kerjasama iseKmaik penyertaan dan
bantuan maupun tenaga ahli. Dalam pelaksanaangmnotgrsebut pemerintah
Jepang menunjukJapan International CooperationAgency (JICA). JICA
merupakan salah satu lembaga sosial pemerintamgle@ag bertujuan untuk
sebagai jembatan penghubung antara masyarakatgJépamegara yang sedang
berkembang, dengan memberikan bantuan internabenagba ilmu pengetahuan
dan pengalaman untuk membangun dunia yang damanademur’®

BSN sebagaiEnquiry Pointuntuk WTO telah menyampaikan usulan
kebutuhannya terhadap JICA, setelah melalui bebekafi pertemuan intensif
yang diahiri dengan ditandatanganinyi@morandum of Understandin@loU)
APEC Program for Capacity Building on TBT-WTO Agreemeada tanggal 24
Januari 2002’

b Perlakuan Khusus.

Perjanjian TBT mensyaratkan anggotanya terutamaraemaju untuk
memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepa€gara anggota
berkembang berdasarkan kebutuhan keuangan dan gpeg#m negara

berkembang.

8Japan International CooperatioAgency,Jl CA Mission Statement,
http /lwww.jica.go.jp/english/about/miss.html, (Rfaret 2008)

——————————————— , Program Apec Capacity Buliding on TBT-WTO Agreement di | ndonesia, Warta
Standarisasi voI 28 no.4, Desember 2002, hal 4
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Perjanjian TBT mengatur tentang perlakuan khuswBatap anggota
negara berkembang. Adapun perlakuan khusus yamgildin dalam perjanjian
TBT diatur dalam pasal 12, diamana dikemukakan laffw

1. Setiap negara anggota harus memberikan perhatiasugherhadap
hak dan kewajiban negara berkembang.

2. Anggota harus, dalam menyusun dan menerapkan panateknis,
standar dan sistem penilaian kesesuaian mempezhakk&butuhan
khusus pembangunan, perekonomian dan perdaganggarane
berkembang.

3. Anggota mengakui meskipun standar, pedoman ataanmehdasi
internasional itu ada, dalam kondisi teknologi dswsioekonomi
khusus negara berkembang, maka negara berkembapgt da
menetapkan peratuan teknis, standar maupun proseeuitaian
kesesuaian dengan maksud untuk mempertahankaridgkasli serta
metode produksi dan proses yang sesuai dengan uketut
pembangunan negara berkembang.

4. Negara berkembang tidak diwajibkan untuk memakandsar
internasional sebagai acuan dari peraturan tekaigoom standar yang
tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan, perkamontan
perdagangan.

5. Negara berkembang dapat meminta pengecualian dazdéas waktu

tertentu.

8 Technical Barrier to Trade Agreement, pasal 12
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Perlakuan khusus yang didapat Indonesia sebagah ssdtu negara
berkembang yaitu pemberian jangka waktu yang Iphitjang untuk menerapkan
perjanjian TBT secara keseluruahan Selain itu daleh penerapan standar,
Indonesia tidak selalu memakai standar internakiomengingat kemampuan
Indonesia untuk menerapkan standar internasionay yaasih sangat kurafy.
Untuk menerapkan standar internasional seringrkalinerlukan teknologi yang
tinggi ataupun untuk melakukan pengujian terhadaprig memerlukan alat yang
berteknologi tinggi dan mahal.

Dengan adanya banyak kemudahan-kemudahan dalamrapane
perjanjian TBT di Indonesia, pemerintah harus bémerar bijak dalam
mengambil setiap keputusan dan jangan terlena &kshudahan tersebut.
Pemerintah Indonesia harus selalu menyiapkan dirirdenyelsaikan hambatan-
hambatan dalam penerapan perjanjian TBT, juga rketigierkembangan sistem

standarisasi agar bisa disejajarkan dengan baraysgsé yang besar.

" Wawancara dengan Tengku Hanafiah (staff ahli B&Naéama Internasional BSN) pada tanggal 7
maret 2008.
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BABV

PENUTUP

A. Kesmpulan.

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan ldmdbab-bab
sebelumnya mengenai peneragachnical Barrier to TradenenurutAgreement
on Technical Barrier to Traddi Indonesia, dapat ditarik kesimpulan :

1. Sebagai substansi hukumnya dari perjanjigachnical Barrier to
TradeIndonesia telah membuat beberapa peraturan yahghaengan
denganTechnical Barrier to Tradegntara lain yaitu :

a. Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Agreement Establishing Word Trade Organization. .

b. Peraturan Pemerintah 102 Tahun 2000, Tentang
Standarisasi Nasional.

c. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.78 Tahun
2001, Tentang Komite Akreditasi Nasional.

d. Undang-Undang No.8 Tahun 1999, tentang perlindungan
konsumen.

e. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.
753/MPP/Kep/11/2002 tentang standarisasi dan
pengawasan Standarisasi Nasional Indonesia.

Indonesia juga telah menerapkan tindakan-tindakangy sesuai

dengan prinsip-prinsip yang tekandung dalam peganfBT yaitu
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prinsip non diskriminasi, transparansi, harmonjsasenggunakan
standar internasional yang relevan, dan mengenaukegenerapan
prinsip-prinsip mengenai perjanian TBT dapat dilildari beberapa
kasus yang muncul antara lain pemberlakuan SNIbwdibidang
listrik dan pemberlakuan SNI wajib terigu.

2. Hambatan dan permasalahan yang dihadapi Indondsilam
pelaksanaan perjanjian TBT adalah sisitim sertiikproduk yang
sukar diterapkan oleh produsen yang terkait, digedra infrasturktur
yang tidak memadai seperti tidak adanya laboratnujinyang baik,
kurangnya kesadaran dari produsen untuk mengSNpkaatuksinya,
dan pengawasan terhadap penerapan SNI wajib masihck

3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan Indonesia untukngat@si
hambatan yang timbul dari perjanjian TBT adalah gaen
menggunakan bantuan teknis dari negara yang leljln ohan juga
menggunakan perlakuan khusus yang diperoleh urgéglara-negara

berkembang seperti Indonesia.

B. Saran.

Melihat kondisi dan berbagai kendala yang dihadagonesia dalam
melaksanakan Perjanjian TBT, maka penulis menyarank

1. Pemerintah Indonesia harus terus meningkatkan petalam

pembuatan standar internasional yang dikeluarkam arganisasi
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internasional standar, agar standar internasioeasebut dapat
memenuhi kebutuhan Indonesia.

. Pemerintah Indonesia harus menyediakan infrastudigmgan baik,
seperti memperbanyak laboratrium uji, pengadaar-atdh yang

dibutuhkan di laboratrium uji. Sehingga prosedurilaéan kesesuaian
dapat dilakukan dengen mudah.

. Pemerintah Indonesia harus meningkatkan pengavisang beredar
dengan cara melakukan koordinasi yang baik denggansi-instansi
yang terkait untuk mengawasi barang-barang yangnbehemenuhi
standar sehingga tidak merugikan atau bahkan samgabahayakan
konsumen.

. Perlunya ditingkatkan kesadaran masyarakat akatingega sesuatu
produk yang memenuhi standar. Apabila mayarakahtshdar akan
pentingnya standar, maka barang-barang beredartiikgmemenuhi
standar dengan sendirnya menjadi tidak laku dipadan dengan
sendirinya produsen barang akan menstandarisailksinya dengan

mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh pentegri
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